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ABSTRAK
NAMA :ANTI
NIM :10400110014
JUDUL :PEREMPUAN SEBAGAI IMAM SHALAT (STUDI
PERBANDINGAN ISTINBATH HUKUM MAZHAB FIQH)
Pokok masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pendapat imam mazhab
terhadap perempuan sebagai imam shalat, Pokok masalah tersebut selanjutnya
dirumuskan ke dalam beberapa submasalah, yaitu: 1).Bagaimana pandangan mazhab
fiqh dan landasan atau dalil terhadap perempuan menjadi imam shalat?, 2).
Bagaimana analisis istinbath hukum terhadap imam perempuan dalam shalat?.
Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian Yuridis,
pendekatan Syar’i dan pendekatan Komparasi. Dalam mengumpulkan data, penulis
menggunakan studi kepustakaan. Teknik yang penulis gunakan dalam penelitian yaitu
penelitian perpustakaan (library research), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-
data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari
perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat
primer ataupun yang bersifat sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perempuan
tidak boleh menjadi imam shalat dengan makmum laki-laki dalam salat fardhu
maupun salat sunnah dan shalatnya tidak sah. Mereka membolehkan perempuan
menjadi imam shalat dengan makmum perempuan, tetapi hukumnya makruh. Mazhab
Maliki berpendapat bahwa laki-laki merupakan syarat  mutlak imam salat.
Perempuan tidak sah menjadi imam dengan makmum laki-laki maupun perempuan.
Mazhab Syafi’ii berpendapat bahwa syarat imam adalah laki-laki yang sempurna
(tidak banci). Apabila diantara makmum terdapat laki-laki atau khunsa (banci),
maka perempuan atau banci tidak sah menjadi imam dengan makmum laki-laki baik
didalam salat fardhu maupun salat sunnah. Jika makmum terdiri dari para
perempuan juga sah menjadi imam bagi perempuan. Mazhab Hambali berpendapat
bahwa syarat utama imam shalat adalah laki-laki, perempuan tidak sah menjadi
imam dengan makmum laki-laki baik dalam salat fardhu maupun salat sunnah.
Adapun implikasi dari penelitian ini ialah mengetahui pandangan mazhab fiqh
tentang perempuan sebagai imam shalat dan dalil yang melarang dan membolehkan
perempuan menjadi imam shalat dan metode istinbath hukum mazhab fiqh.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pada zaman kemajuan ini, para perempuan ikut serta mengambil bagian
hampir pada semua lapangan kegiatan atau pekerjaan. Di Indonesia terutama, ada
perempuan yang menjadi menteri, pemimpin perusahaan, angkatan bersenjata,
anggota permusyawaratan rakyat, pegawai negeri dan menjadi buruh serta pembantu
rumah tangga, dianggap lapisan paling bawah. Sebelum agama Islam datang,
kedudukan perempuan sangat rendah, mereka tidak berhak mendapat hrta warisan,
dan mereka juga dianggap sebagai harta, boleh dimiliki dan diperlakukan sesuka hati.
Harta hanya hak monopoli kaum pria saja, apalagi turut mengatur penggunaan harta
tersebut. Setelah Islam datang perempuan mendapat angin segar. Mereka
diperlakukan sebagaimana layaknya manusia pada umumnya, tidak ada pilih kasih
antara pria dan perempuan. Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa
perempuan dan laki-laki setara di hadapan Allah.
Berikut prinsip-prinsip kesetaraan perempuan dan laki-laki sebagaimana di
sebutkan Al-Qur’an. Perempuan dan laki-laki sama-sama sebagaimana hamba Allah,
dalam Q.S Al-Dzariyat ayat 56 yaitu:


Terjemahnya:
Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka
mengabdi kepada-Ku.1
1Departeman Agama, Alquran dan Terjemahan (Bandung: Diponegoro), h. 523.
2Akan tetapi dalam hal tertentu, kedudukan perempuan tidak harus sama benar
dengan kaum pria. Seperti dalam menutup aurat laki-laki yang cukup menutup
auratnya dari pusar sampai lulut,2 sedangkan perempuan harus menutup keseluruhan
anggota tubunhya kecuali muka dan telapak tangan.3 Perempuan wajib memelihara
dirinya dan tidak memperlihatkan auratnya kepada orang yang tidak halal baginya
supaya ia mendapat kemuliaan dari Allah dan beruntung bisa menjadi hamba yang
disayangi-Nya. Pada dasarnya persyaratan menjadi imam shalat adalah laki-laki
kemudian makmumnya boleh siapa saja. Perempuan tidak sah menjadi imam bagi
laki-laki. Seharusnya perempuan itu hanya patut menjadi imam bagi sesama
perempuan, hal tersebut berlaku pada shalat wajib maupun shalat sunnah.4
Perempuan menjadi imam shalat dengan makmum laki-laki itu pernah
dilakukan oleh asisten Profesor Studi  Islam di Virginia University, Aminah Wadud
pada Jumat 18 Maret 2005, Manhattan, New York, Amerika Serikat. Asisten Profesor
tersebut menjadi imam sekaligus merangkap khatib jumat yang makmumnya sekitar
50 orang, bercampur pria-perempuan. Jamaah berbeda jenis itu berdiri sejajar, tanpa
tabir pemisah. Beliau adalah tokoh Islam Liberal yang dikenal aktif memperjuangkan
gender.5 Atas kejadian itu, polemik pun mencuat di berbagai belahan dunia Islam.
Dalam pemahaman arus utama masyarakat muslim, perempuan hanya boleh menjadi
imam bagi perempuan. Bila jamaahnya laki-laki atau campuran laki-laki dan
perempuan, imamnya harus laki-laki. Apalagi untuk shalat jumat yang hanya wajib
2Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam (cet. XXXIV; Bandung Sinar Baru Algensindo, 2011), h. 69.
3Anshori Umar Sitanggal, Fiqh Syafi’i Sistematis (Semarang: Asy-Syifa’, 1992), h. 161.
4Anshori Umar Sitanggal, Fiqh Syafi’i Sistematis, h. 173-174.
5Abu Yasid, Fiqh Today Fatwa Tradisional untuk Orang Modern (Jakarta: Gelora Aksara
Pratama, t.th.), h. 1.
3bagi laki-laki. Pada zaman Rasulullah SAW., pernah terjadi sedemikian rupa
walaupun masih banyak yang menyaksikannya. Peristiwa tersebut terjadi di rumah
sahabat Ummu Waraqah r.a. Dalam riwayat Abu Daud dan Abu Tsaur, ada
penjelesan tentang tambahan adzannya sering seorang laki-laki. Ummu Waraqah
juga menjelaskan bahwa beliau memiliki budak laki-laki dan di rumahnya pun ada
kakek.
Dengan adanya peristiwa tersebut, maka terjadilah perbedaan tentang imam
shalat perempuan bagi jam’aah laki-laki. Menurut ulama fiqh klasik seperti imam
Malik bahwa yang menjadi imam shalat adalah seorang laki-laki. Akan tetapi
menurut  Imam Syafi’i dan Imam Ahmad ibnu Hambal membolehkan perempuan
mengimami sesama perempuan saja dan menolak imam perempuan atas laki-laki.6
Akan tetapi berbeda dengan pendapat sebelumnya, Abu Daud, Abu Tsaur Al-muzani
dan Ath Tabani, keempat tokoh ini menyatakan bahwa perempuan boleh menjadi
imam shalat berjam’ah atas laki-laki.
Mengenai imamah perempuan, para Fukaha berpendapat:
1. Fukaha Maliki berkata, perempuan tidak sah menjadi imam shalat fardhu
maupun sunnah, bagi jama’ah laki-laki maupun perempuan.
2. Fukaha Hanafi berkata, perempuan sah menjadi imam shalat dan sah
shalat mereka di belakangnya, tetapi hukumnya makruh tahkrim.7
Dan syarat orang menjadi menjadi imam shalat tersebut diantaranya
adalah Islam, berakal, baliqh, laki-laki, suci dari hadas kecil maupun
hadas besar, dan suci dari najis, bacaanya baik, fasih,alim,lebih tua. Jadi
6Aburahman al-Jaziri, al-Fiqh al-Islam ala al-Mazahib al-Araba’ah (Beirut: Dar al-kutub al-
Ilmiyyah, 1999), h. 362
7Ibrahim Muhammad Al-Jamal, Fiqh Muslimah (Cet. I; Jakarta: Pustaka Amani, 1994), h.
112.
4syarat menjadi imam di atas tersebut sudah jelas, kalau di tarik ushul
fiqhnya di situ menggunakan metode mafmun muhalafah yaitu perempuan
tidak boleh menjadi imam shalat.
Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang”Perempuan sebagai
imam shalat(Studi Perbandingan Istinbat Hukum Mazhab Fiqh)”. Tentunya
penelitian ini nantinya akan mengaitkan pandangan mazhab fiqh tentang perempuan
sebagai imam shalat.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan masalah
pokok yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu bagaimana pendapat imam
mazhab terhadap perempuan sebagai imam shalat. Berdasarkan masalah pokok di atas
maka dapat dirumuskan beberapa sub masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pandangan mazhab fiqh dan landasan atau dalil terhadap
perempuan menjadi imam shalat?
2. Bagaimana istinbat hukum mazhab fiqh terhadap imam perempuan dalam
shalat?
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
Adapun judul penelitian ini adalah Perempuan sebagai imam shalat (Studi
perbandingan istinbat hukum mazhab fiqh). Agar tidak terjadi salah penafsiran
terhadap judul yang  dimaksud, maka dijelaskan beberapa variabel sebagai berikut:
Perempuan adalah orang(manusia) yang mempunyai vagina, dapat menstruasi,
hamil, melahirkan anak dan menyusui.8
8Departemen Pendidikan Nasional, KBBI, (Cet II: Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h.856.
5Selanjutnya imam menurut bahasa adalah pemimpin, pemuka, sedangkan
imam menurut istilah adalah pemuka di dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam.
Sedangkan pengertian imam dalam konteks shalat atau imam shalat, adalah pimpinan
dalam shalat jama’ah, baik dalam kedudukan yang tetap maupun dalam keadaan yang
sementara, sang imam berdiri paling depan dari barisan jama’ah.9
Kemudian yang dimaksud dengan istinbat hukum adalah suatu cara yang
dilakukan atau dikeluarkan oleh pakar hukum (fiqh) untuk mengkukapkan suatu dalil
hukum guna menjawab persoalan yang terjadi.10
Selanjutnya Kata mazhab itu sendiri merupakan shigat isim dari kata fi’il
madli zahaba, zahaba artinya pergi oleh karena itu mazhab artinya tempat pergi atau
jalan. Adapun pengertian mazhab menurut istilah dalam kalangan umat islam ialah
sejumlah dari fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat seorang alim besar di dalam urusan
agama, baik ibadah maupun lainnya.11
Kemudian fiqh menurut bahasa berati faham atau tahu. Menurut istilah, fiqh
berarti ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syara’ yang berkenaan dengan
amal peruatan manusia yang di peroleh dari dalil-dalil tafsil(jelas).
D. Kajian Pustaka
Kalau menyoroti kepemimpinan perempuan, ada baiknya diketahui terlebih
dahulu serta sedikit mengenai perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Gender
sekarang ini masih butuh untuk ditelaah terhadap penafsiran-penafsiran maupun
fatwa-fatwa ulama’. Dalam karya Masjidah dengan skripsinya yang berjudul
9Lihin Belawa, “Referensi Makalah, http://www. Referensimakalah.com (15 Juni 2014).
10Satria Efendi dan M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 177.
11Asep Saifuddin Al-Mansur, Kedudukan Mazhab dalam Syariat Islam (cet. I; Jakarta:
Pustaka Al-Husna, 1984), h. 44.
6“Kedudukan umum perempuan bagi salat jama’ah laki-laki” perspektif KH. Husen
Muhammad dan Prof. Sa’ad Abdul Wahid. Dalam skripsinya ini Masjidah berupaya
menjelaskan bagaimana sebenarnya kedudukan imam perempuan bagi shalat jama’ah
laki-laki perspektif KH. Husen Muhammad dan Prof. Sa’ad Abdul Wahid. Akan
tetapi dalam skripsi yang disusun oleh Masjidah itu cuma membandingkan pemikiran
dua tokoh saja.12 Tapi tidak memandang pada era sekarang ini, setiap golongan atau
organisasi dan tokoh itu mempunyai cara pandang yang berbeda dengan hujjah-hujjah
yang di buat sebagai landasan sebuah hukum seperti dalam karya lain penulis
temukan karya M. Ulil Absor dengan judul “Hukum perempuan menjadi imam
shalat”(Perbandingan atas pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantanidan T.M. Hasbi ash-
Shiddieqy.13
Kita lihat di kitab-kitab fiqh klasik bahwa perempuan menjadi imam atas jama’ah
laki-laki itu tidak dibenarkan namun hanya sah menjadi imam atas perempun. Jumhur
ulama’ itu tidak memperbolehkan perempuan menjadi imam atas laki-laki.
Dalam buku Fiqh imam dan Makmum Dalam Shalat Karya Syeh Muhammad
Bayumi juga tidak jauh beda dengan apa yang telah di uraikan oleh Sayyid Sabiq
meliputi ketentuan imam dan posisi imam dan makmum.14Dalam bukunya beliau
Sayyid Sabiq di dalamnya menjelaskan bahwa yang sah menjadi imam shalat adalah
anak kecil yang sudah Mumayyis setelah orang dewasa yang memenhi karakter
12Masjidah, Kedudukan Imam Perempuan bagi Shalat Jama’ah Laki-laki Perspektif KH.
Husein Muhammaddan Prof. Sa’ad Abdul Wahid, Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syari’ah,2007). H.7-9.
13M. Ulil Absor,”Hukum perempuan menjadi imam shalat” (Perbandingan atas pemikiran
Syekh Nawawi Al-Bantani dan T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, Skripsi (Yogyakarta:Fak. Syariah, 2013),
h.57
14Muhammad Bayumu, al-Ahkam al-Fiqhiyah al-Imam wa Ma’mum fi Salat (Beirut: Dar al-
Fikr, 1992), h. 57.
7menjadi imam shalat, akan tetapi dianjurkan bagi perempuan menjadi imam bagi
perempuan tanpa ada penjelesan mengenai imam perempuan bagi jama’ah.15
Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa penelitian
tersebut persial sedangkan penelitian ini lebih fokus pada mengkomparasikan
pandangan Mazhab Fiqh tentang perempuan sebagai imam shalat.
E. Metodologi penelitian
Untuk mencapai hasil yang positif dalam sebuah tujuan, maka metode itu
merupakan salah satu sarana untuk mencapai sebuah target karena salah satunya
metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu hasil yang memuaskan. Di
samping itu metode merupakan bertindak terhadap sesuatu dari hasil yang
maksimal.16
Adapun dalam skripsi nanti peneliti menggunakan metode sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.
Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku
perpustakaan (library research). Secara definitif, library research adalah penelitian
yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam
literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan.17 Sedangkan
deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan.
2. Metode pendekatan
15Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah (t.t., t.p., t. th.), h. 547.
16Anton Bakker, Metode Filsafat (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), h. 10.
17Masyuri dan M. Zainuddin, Metodologi Penelitian (Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 50.
8Dalam rangka menemukan jawaban terhadap penelitian tentang Perempuan
sebagai imam shalat (Studi Perbandingan istinbat hukum mazhab fiqh). Maka peneliti
menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:
a. Pendekatan Yuridis
Pendekatan Yuridis yaitu metode yang digunakan untuk menafsirkan
beberapa data-data yang memuat tinjauan hukum, terutama hukum islam.18
b. Pendekatan Syari’i
Pendekatan ini adalah pendekatan yang menggunakan ilmu syari’ah
khususnya fikih Islam biasa merujuk pada Al-Qur’an, al-Hadits dan kitab-kitab fiqh
(pendapat para ulama).19
c. Pendekatan Komparasi
Penelitian ini bersifat komparatif, adalah tujuan untuk membandingkan antara
mazhab fiqh dalam menetapkan istinbat hukum perempuan sebagai imam shalat
beserta dalil-dalil yang ada. Dengan metode ini bisa menjelaskan dan
menggambarkan tentang perempuan sebagai imam shalat perbandingan istinbat
hukum mazhab fiqh.
3. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolangannya ke
dalam penelitian perpustakaan (library research), maka sudah dapat dipastikan
bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang
18Abd. Kadir Ahmad,.“Teknik Pengumpulan dan Analisis Data”.Makalah yang disajikan pada
Pelatihan Penelitian di UIN Alauddin  (Makassar: t.p., 2012). h. 8.
19Damanuri Aji, Metedologi Penelitian Mu’amalah (Cet. I; Yogyakarta: Nadi Offset, 2010),
h.48
9diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik
yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.20
a. Sumber primer
Adapun yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber data yang
langsung memberikan data kepada pengumpul data.21
b. Sumber sekunder
Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data
kepada pengumpul data, misalnya melaui orang lain ataupun dokumen.22
4. Metode Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data nanti teknik yang akan digunakan yaitu:
a. Kutipan langsung, yaitu peneliti mengutip pedapat atau tulisan    orang secara
langsung sesuaidengan aslinya, tanpa berubah.
b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip pendapat orang lain dengan cara
memformulasikan dalam susunan redaksi yang baru.
5. Metode Pengolahan data
Dalam pengolahan data nanti teknik yang akan digunakan yaitu:
a. Metode Komparatif yaitu, digunakan untuk membandingkan  antara beberapa data.
b. Metode Induktif  yaitu, digunakan untuk mengolah data dan fakta yang bersifat
khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.
20Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: suatu pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 2006), h. 129.
21Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, (Bandung: Alfabeta, 2006), h.253.
22Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D, h.253.
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c. Metode Deduktif yaitu, digunakan untuk mengolah data dan fakta yang bersifat
umum lalu menarik kesimpulan.23
F. Tujuan  dan Kegunaan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui pendapat mazhab fiqh dan landasan atau dalil terhadap
perempuan sebagai imam shalat.
2. Untuk mengetahui istinbat hukum terhadap imam perempuan dalam shalat.
Dari penelitian ini, diharapkan pula dapat memberi kegunaan sebagai berikut:
1. Dapat memberikan pencerahan dan kontribusi dan mengetahui lebih jelas
tentang dalil-dalil mengenai perempuan sebagai imam shalat
2. Untuk memberikan gambaran dan memperluas cakrawala pengetahuan
tentang perempuan sebagai imam shalat menurut pandangan mazhab fiqh.
23Abd. Kadir Ahmad,.“Teknik Pengumpulan dan Analisis Data”.Makalah yang disajikan pada
Pelatihan Penelitian di UIN Alauddin, (Makassar: t.p., 2012). h. 8.
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BAB II
HAK-HAK PEREMPUAN DALAM ISLAM
A. Hak Perempuan Sebagai Seorang Anak
Anak adalah karunia dan amanah yang di berikan oleh Allah kepada orang
tua. Oleh karena itu anak, baik laki-laki maupun perempuan harus di terima dengan
ikhlas dan tidak boleh disia-siakan.
Adapun hak-hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak
dapat dirumuskan dalam 31 hak yaitu:1
1. Hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang.
2. Hak untuk mendapatkan nama.
3. Hak untuk mendapatkan nama kewarganegaraan.
4. Hak untuk mendapatkan identitas diri.
5. Hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak.
6. Hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi.
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam konflik bersenjata.
8. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika memang alami      konflik
hukum.
9. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi
sebagai pekerja anak.
10. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi
dalam penyalahgunaan seksual.
1Mulia Musdah,”Islam Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi (Cet.
I;Yogyakarta:Naufan Pustaka 2010), h.243-245.
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11. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum jika mengalami eksploitasi
seksual dan penyalahgunaan seksual.
12. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan,
dan perdagangan anak-anak.
13. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi
sebagai anggota kelompok minoritas atau masyarakat adat.
14. Hak untuk hidup dengan orang tua.
15. Hak untuk tetap berhubungan dengan orang tua bila dipisahkan dari
salahsatu orang tua.
16. Hak untuk mendapatkan pelatihan ketrampilan.
17. Hak untuk berekreasi.
18. Hak untuk bermain
19. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seni dan kebudayaan.
20. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam situasi yang penting.
21. Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengungsi.
22. Hak untuk bebas beragama.
23. Hak untuk bebas berserikat.
24. Hak untuk bebas berkumpul secara damai.
25. Hak untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber.
26. Hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi.
27. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksaan.
28. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang kejam, dan
hukuman.
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29. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari penangkapan yang sewenang-
wenang
30. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perampasan kebebasan.
31. Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar secara cuma-cuma.
Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 49-50 yaitu:










Terjemahya:
Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang dia
kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang dia kehendaki,
dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dia
menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul
siapa yang dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Maha kuasa.2
Dalam firman Allah di atas, Allah memulai firman-Nya dengan menyebut
anak perempuan terlebih dahulu. Allah memulai dengan menyebut anak perempuan
sebelum anak laki-laki itu menurut ulama ahli tafsir mempunyai beberapa hikmah.
Sebagian di antara mereka mengatakan bahwa hikmahnya adalah Allah hendak
2Departeman Agama, Alquran dan terjemahan (Bandung: Diponegoro), h. 488.
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menghibur para anak perempuan karena umumnya orang tua merasa berat hati
dengan kelahirannya.
Oleh karena itu kehadiran anak perempuan harus diterima sebagaimana
kehadiran anak laki-laki, tidak seperti perilaku jahiliyah yang tidak suka dengan
kehadiran anak perempuan.3
Islam mengajarkan agar menerima kehadiran anak perempuan sebagaimana
kehadiran anak laki-laki dan memberikan apa yang menjadi haknya sebagaimana
mestinya. Orang tua diperintahkan berlaku adil terhadap anaknya, dalam sebuah
riwayat dikisahkan dari Nu’man bin Basyir berkata,”Ayahku memberikan sedekah
berupa sebagian hartanya, tetapi Ibuku Amrah binti Rawahah berkata; saya tidak
setuju dengan sedekah ini kecuali bila engkau menjadikan Nabi sebagai saksi dalam
hal ini”. Ayahku lalu mendatangi Nabi untuk mempersaksikan sedekah yang dia
berikan kepadaku, Nabi bertanya kepada ayahku, “apakah engkau berbuat demikian
terhadap semua anak-anakmu?, ayahku menjawab, ‘tidak’, lalu Nabi
bersabda:”Bertaqwalah kepada Allah dan bersikap adillah kepada anak-anakmu.”
Ayahku lantas pulang dan menarik pemberianya kepadaku.(HR. Bukhari dan
Muslim).4
Imam Nawawi berkata; dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa
pemberiannya untuk anak itu hendaknya disamaratakan. Setiap anak mendapatkan
pemberian yang sama dengan yang diberikan kepada anak yang lain dan tidak boleh
ada seorang anakpun yang dilebihkan. Begitu pula anak perempuan dan anak laki-laki
mendapat pemberian yang sama.
3Muh Rosyid Ridlo,”Hak-Hak Perempuan Dalam Islam”. Diskusi Bulanan Jurusan
SOSIOLOGI-FISIP(t.t,t.p,2012). h. 4.
4Muh Rosyid Ridlo,”Hak-Hak Perempuan Dalam Islam”. Diskusi Bulanan Jurusan
SOSIOLOGI-FISIP. h. 5.
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Diantara hak-hak yang di miliki oleh anak perempuan menurut ajaran Islam
adalah:5
1. Mendapatkan perlakuan yang adil dari orang tuanya seperti telah dijelaskan
diatas.
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim
ayat 6 yaitu:









Terjemahnya :
Wahai orang-orang yang beriman!Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa
yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang
diperintahkan.6
Seorang anak yang tumbuh dengan memiliki fitrah yang sehat itu berpotensi
menerima kebaikan dan keburukan. Oleh karena itu seorang anak membutuhkan
5Musdah Mulia,”Islam Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi, h.104-105.
6Departeman Agama, Alquran dan terjemahan, h. 560.
16
pengajaran, pendidikan, dan pengarahan yang benar sesuai dengan jalan yang telah
digariskan oleh Islam.
3. Hak untuk mendapatkan nafkah, Rasulullah bersabda :”Cukuplah seorang itu
mendapatkan dosa bila tidak memberi makanan untuk orang yang dia
tanggung”. (HR. Muslim).
B. Hak Perempuan Sebagai Individu
Sebagai individu seorang perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-
laki walaupun kadarnya tidak sama. Ini sudah merupakan ketentuan Allah yang harus
diterima, karena itu merupakan kebijaksanaan Allah dalam menentukan apa yang
diberikan kepada hambanya. Diantara hak seorang perempuan sebagai individu
adalah:
a. Hak untuk mendapatkan harta warisan.
Sebelum Islam datang (zaman jahiliyah) seorang perempuan tidak mendapatkan
warisan, bahkan malah menjadi salah satu harta yang bisa diwariskan. Setelah
Islam datang harkat martabat perempuan diangkat serta memberikan kepada
mereka hak untuk mendapatkan harta warisan. Allah berfirman dalam surah An-
nisa ayat 7 yaitu:






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

Terjemahnya:
Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang dan
kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian dari harta peninggalan kedua
orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah
ditetapkan.7
Ibnu Katsir berkata :Sa’ad bin Jabir dan Qatadah berkata, dahulu orang-orang
musrik hanya memberikan harta warisan untuk anak laki-laki yang sudah dewasa dan
tidak memberikan harta tersebut sedikitpun kepada anak perempuan dan anak yang
masih kecil. Yang di maksud oleh ayat diatas adalah seluruh anak, baik anak laki-laki
maupun anak perempuan, semua sejajar dihadapan ketentuan Allah. Artinya mereka
sama-sama berhak mendapatkan bagian harta warisan, walaupun bagian mereka tidak
sama tergantung jauh dekatnya hubungan mereka dengan orang yang meninggal, baik
karena hubungan kekerabatan, pernikahan, ataupun wala’(bekas hamba sahaya yang
dimerdekakan).
b. Hak untuk menuntut ilmu
Menuntut ilmu merupakan hak dan kewajiban manusia. Dengan ilmu kita bisa
mengenggam dunia tapi dengan ilmu pun bisa menghancurkan dunia, laksana pisau
bermata dua, kembali kepada si pemilik ilmu tersebut. Pada dasarnya ilmu itu baik,
tapi saat orang menyalahgunakan akan berakibat negatif. Namun sebagai manusia
yang beriman pakailah ilmu untuk kebaikan.
Belajar atau menuntut ilmu bisa didapatkan diberbagai tempat. Bukan hanya
dibangku sekolah maupun kuliah. Saat kita bermain pun bisa menjadi pembelajaran,
salah satu ilmu yang didapat adalah bagaimana menghargai teman maupun lainnya.
7Departeman Agama, Alquran dan terjemahan, h.78.
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Menghargai teman merupakan hal dasar dalam kehidupan sosial, dengan menghargai
orang lain maka kita orang lain juga akan menghargai kita.
Bahkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam buku Rusjdi Ali Muhammad
yang berjudul hak asasi manusia dalam prespektif syariat Islam8, ajaran Islam tidak
saja menegakkan sendi kemerdekaan belajar, lebih dari pada itu Islam mewajibkan
semua orang Islam didatangkan untuk memerdekakan akal daripada aneka khurafat
dan purbasangka serta mengajak manusia untuk menolak segala yang tak dapat
diterima akal. Karenanya, kata Hasbi, seruan-seruan Islam senantiasa bersendikan
akal. Al-Quran menetapkan adanya Allah SWT dan mengemukakan Islam kepada
masyarakat dengan jalan menggunakan akal dan pikiran. Islam menyuruh manusia
berfikir tentang kejadian langit dan bumi serta kejadian diri manusia sendiri.
Sebuah hadis Nabi SAW yang terkenal bahkan lebih tegas lagi mewajbkan
kaum Muslimin untuk menuntut ilmu:9
ﻋ ﺔﻀﻳ ﺮﻓ ﻢﻠﻌﻟا ﺐﻠﻃﻠﺴﻣ ﻞﻛ ﻰﻠﻢ
Artinya:
“Menuntut ilmu diwajibkan atas setiap kaum Muslimin”.
Bahkan Nabi SAW sendiri memberikan contoh yang harus dijadikan
pelajaran, yaitu menetapkan usaha mengajar putra putri Islam di Madinah sebagai
penebusndiri bagi orang-orang Quraisy yang ditawan. Hal ini muncul dalam sebuah
kebijakan Nabi SAW yang menetapkan bahwa penebusan tawanan orang-orang yang
kafir dalam perang badar adalah sebanyak empat puluh.10 Jika mereka tidak sanggup,
mereka harus mengajar sepuluh orang muslim, sesuai dengan ilmu yang dimilikinya,
8Rusjdi Ali Muhammad,Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syariat Islam (Cet;
I;Jakarta:Mihrab 2004), h. 99.
9Rusjdi Ali Muhammad, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syariat Islam, h.100.
10Rusjdi Ali Muhammad, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syariat Islam, h.101.
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sebagai penebus dirinya. Salah seorang penulis wahyu Nabi SAW, Zaid bin Tsabit,
termasuk salah seorang yang berhasil belajar dari sistem ini.
Abdul Karim Zaidan bahkan menghubungkan kewajiban menuntut ilmu
dengan ibadah seseorang. Ilmu adalah syarat utama supaya amal ibadah dapat
diterima Allah SWT amal yang diterima Allah SWT adalah amal yang ikhlas dan
mengharapkan keridhaan-Nya serta dilaksanakan sesuai dengan syariat. Hal ini dapat
dicapai melalui jalan ilmu pengetahuan.11
Dari tinjauan fiqih, ilmu pengetahuan terbagi dua: yang bersifat fardhu ‘ain
dan yang bersifat fardhu kifayah. Yang pertama adalah ilmu-ilmu yang wajib
diketahui oleh semua orang, misalnya yang berkenaan dengan ibadat-ibadat fardhu.
Sedang yang kedua, fardhu kifayah, ialah ilmu-ilmu yang tidak mesti dipelajari oleh
setiap orang namun tetap harus ada yang menekuninya. Ini mencakup segala
pengetahuan yang diperlukan ummat, baik untuk kebutuhan dunia maupun
kepentingan akhirat. Disinilah pentingnya peranan negara yang wajib memperhatikan
hal ini dan mempermudah jalan bagi ummat untuk menuntut ilmu pengetahuan itu.12
c. Hak perempuan dalam perkawinan
Perkawinan adalah perjanjian antara dua orang yang berlawanan jenis sesuai
dengan tuntuna Allah SWT dan rasul-Nya. Perkawinan memberikan hak kepada laki-
laki dan perempuan untuk mendapatkan kenikmatan seksual. Berkaitan dengan ini,
Wahbah al Zuhaili, pakar hukum asal Siria menyatakan: “Akad nikah sebagaimana
akad yang lain adalah perjanjian dua pihak dengan hak dan kewajiban yang sama.,
11Rusjdi Ali Muhammad,Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syariat Islam, h.101-102.
12Rusjdi Ali Muhammad,Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syariat Islam, h.102.
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sesuai dengan prinsip-prinsip keseimbangan (tawazun) kesepadanan (takafu) dan
kesamaan (musawah). 13
Prinsip-prinsip harus menjadi dasar dari setiap perjanjian antara dua pihak.
Perjanjian yang dilakukan tanpa merealisasikan prinsip-prinsip ini akan menimbulkan
ketimpangan dan ketidakadilan.
Al-Qur’an menjelaskan dalam QS. Al-Baqarah/2:187 yaitu:


Terjemahnya:
Mereka (kaum perempuan) adalah pakaian bagimu, dan kamu (kaum laki-laki)
adalah pakaian bagi mereka.14
Karena itu, perkawinan hendaknya dibangun atas dasar prinsip-prinsip
kesetaraan. Ayat diatas menunjukkan ide dasar Islam tentang kesetaraan laki-laki dan
perempuan dalam ikatannya dengan relasi seksual. Dengan ungkapan lain, hak yang
dimilki perempuan dalam menyalurkan naluri seksualnya adalah setara dengan hak
laki-laki atasnya. Ini berarti pula bahwa relasi seksual harus dilakukan berdasarkan
atas kesamaan atas asas kesamaan atau asas kesetraan. Hak suami untuk relasi seksual
menjadi kewajiban atas istri. Demikian pula sebaliknya, dengan begitu tidak ada lagi
kekuasaan mutlak satu atas yang lain.
Lebih jauh lagi, dalam pembahasan tentang relasi seksual, pandangan  fiqh
Mazhab Hanafiyah, misalnya lebih transparan. Dikatakan bahwa perempuan berhak
menuntut hubungan intim kepada suaminya, dan apabila istri menghendaki, suami
wajib mengabulkannya, demikian pula sebaliknya. Mazhab Malikiyah juga
13Musdah Mulia,”Islam Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi, h.108.
14Departeman Agama, Alquran dan terjemahan, h. 29.
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menyetujui pendapat ini. Mazhab ini menyatakan bahwa suami wajib mengabulkan
tuntutan seks istrinya selama tidak ada halangan.15
Hubungan seksual harus dilakukan secara sehat. Ini berarti relasi seksual, dan
kesediaan kedua pihak untuk saling menerima dan memberi kehendaknya dilakukan
secara tulus, bukan paksaan. Seorang istri berkewajiban memenuhi tuntutan seksual
suami, tetapi tidak sebaliknya.
Adapun hak-hak perempuan dalam perkawinan disebutkan pasal 11 ayat 2:
Bahwa untuk mencegah diskriminasi terhadap perempuan atas dasar
perkawinan atau karena menjadi ibu dan untuk menjamin haknya yang efektif
untuk bekerja, maka negara melarang pengenaan sanksi, pemecatan dengan
alasan kehamilan atau cuti karena melahirkan dan atas dasar status
perkawinan.16
Secara khusus berbincang tentang hak-hak perempuan berkaitan dengan
perkawinan dan hubungan keluarga. Hak yang di maksud adalah:17
1) Hak yang sama untuk memasuki perkawinan.
2) Hak dan kebebasan yang sama untuk memilih pasangan hidup dengan
persetujuan penuh.
3) Hak dan tanggungjawab yang sama dengan laki-laki selam perkawinan dan
perceraian
4) Hak dan tanggungjawab yang sama sebagai orang tua tanpa memandang status
perkawinannya, dalam hal yang berhubungan dengan anak.
5) Hak dan tanggungjawab yang sama mengenai perwalian, perwakilan, dan adpsi
anak.
15Musdah Mulia,”Islam Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi, h.109.
16Musdah Mulia,”Islam Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi, h.113.
17Musdah Mulia,”Islam Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi, h.113.
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6) Hak pribadi yang sama bagi suami-istri, termasuk untuk memilih nama
keluarga, profesi dan pekerjaan.
7) Hak yang sama bagi suami-istri mengenai kepemilikan, peroleh manejemen,
administrasi, dan pembagian harta.
C. Hak Perempuan Sebagai Seorang Istri
Dalam konteks pemenuhan hak-hak perempuan sebagai istri inilah yang
ditemukan ajaran Islam tentang keluarga sakinah yang penuh dengan mawaddah wa
rahmah (kedamaian, ketentraman, cinta dan kasih sayang).18
Itulah “keluarga sejahtera” yang kini banyak diidam-idamkan. Ukurannya kini
menjadi jelas, yakni keluarga yang seluruh anggotannya merasa terpenuhi hak-
haknya. Paling tidak, “keluarga sejahtera” adalah keluarga di mana  setiap
anggotanya memahami secara sadar hak dan tanggungjawabnya masing-masing.
Dilihat dari perspektif gender dapat di rumuskan sejumlah prinsip yang
menjadi acuan dalam membangun keluarga sejatera tersebut.19
Pertama,prinsip kesetaraan gender (gender equality). Kesetaraan gender
adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh
kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi
dalam seluruh aspek kehidupan, sosial-budaya, politik, ekonomi, dan pendidikan.
Kedua, prinsip keadilan gender (gender equality), yaitu suatu kondisi yang
menjamin perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dalam kehidupan
berkeluarga porsi tugas dan tanggungjawab masing-masing suami-istri hendaknya
dibagi secara adil. Yang dimaksud secara adil disini tidaklah mesti berarti tugas dan
18Musdah Mulia,”Islam Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementas, h.139.
19Musdah Mulia,”Islam Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi, h.139.
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tanggungjawab keduanya sama persis, melainkan dibagi secara proposional,
tergantungdari kesepakatan bersama.
Ketiga, prinsip mawaddah wa warahmah. Keluarga sejahtera dibangun diatas
prinsip mawaddah wa rahmah, penuh rasa cinta dan kasih sayang diantara anggota
keluarga, terutama antara suami istri. Rasa cinta dan kasih sayang ini timbul dari
ketulusan keduanya untuk menerima keberadaan pasangan masing-masingseperti apa
adanya, tanpa menuntut yang lebih dari itu.
Keempat, prinsip saling melindungi dan saling melengkapi. Pasangan suami-
istri hendaknya menyadari sepenuhnya bahwa sebagai manusia pasti ada kelebihan
dan kekurangannya. Tidak ada manusia yang sempurna dan tanpa kelemahanya.
Karena itu, keduanya harus saling melindungi dan saling melengkapi satu sama lain.
Akan tetapi, di masyarakat terlanjur disosialisasikan pandangan bahwa suami adalah
kepala keluargayang tugasnya membimbing dan melindungi istri.
Kelima, prinsip monogami. Keluarga sejahtera hanya dapat dibangun diatas
prinsip monogami, yaitu satu suami dan satu istri. Prinsip ini hendaknya di pahami
dalam makna yang hakiki, artinya satu suami dan satu istri ini bukan hanya diatas
kertas, melainkan dalam reaalitas yang sebenarnya. Yang dimaksud adalah suami
atau istri hanya memiliki satu pasangan, baik dalam kehidupan di dalam rumah
maupun di luar rumah.
Allah memerintahkan kepada seorang suami agar bergaul dengan Istrinya
dengan cara yang baik, seperti di jelaskan dalam surah An- Nisa ayat 19 :”Dan
bergaullah dengan mereka (para istri) dengan cara yang baik”. Ayat Allah tersebut
meliputi pergaulan dalam bentuk dan perbuatan. Karena itu sepantasnya seorang
suami mempergauli istrinya dengan cara yang ma’ruf, menemani, dan menyertai
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(hari-hari bersamanya) dengan baik, menahan gangguan terhadapnya (tidak
menyakitinya), mencurahkan kebaikan dan memperbagus hubungan dengannya.
Termasuk dalam hal ini pemberian nafkah, pakaian, dan semisalnya. Dan tentunya
pemenuhanya setiap suami berbeda-beda sesuai dengan keadaan dan kemampuan
masing-masing.
Seorang suami dilarang berlaku kasar terhadap istrinya, apalagi dengan
menggunakan kekerasan fisik, Rasulullah bersabda: “Janganlah kalian memukul
hamba-hamba perempuan Allah”.
Adapun hak-hak istri atas suaminya adalah:20
a. Mendapatkan nafkah dari suaminya sesuai dengan kondisi ekonomi, baik dalam
keadaan lapang maupun sulit. Nafkah tersebut meliputi; pakaian, makanan, tempat
tinggal dan sebagaimana.
b. Seorang istri mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah batin (kebutuhan
biologis) dari suaminya. Oleh karena itu jika seorang suami tidak mampu
memenuhi kebutuhan tersebut dan istri sangat membutuhkan, kalau tidak terpenuhi
bisa menimbulkan fitnah, seorang istri di bolehkan menuntut haknya tersebut.
c. Seorang istri berhak mendapatkan perlindungan dari suaminya. Baik perlindungan
terhadap fisiknya dan kehormatannya.
d. Seorang istri berhak mendapatkan pendidikan dari suaminya terhadap perkara-
perkara agama yang sifatnya mendesak untuk diketahui.
e. Seorang istri berhak untuk diperlakukan dengan baik dari suaminya.
f. Seorang istri mempunyai hak untuk tidak disebarkan aibnyaoleh suami.
20Mulia Musdah,”Islam Hak Asasi Manusia Konsep dan Implementasi, h. 157.
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g. Seorang istri berhak/boleh keluar rumah tanpa izin suami untuk kepentingan
darurat.
h. Salah satu diantara hak seorang istri adalah tidak mentaati suaminya dalam perkara
yang maksiat.
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BAB III
IMAM SHALAT
A. Syarat-Syarat menjadi Imam Shalat
Persoalan tentang kepemimpinan dalam shalat (imam) telah menjadi salah
satu topik kajian para ulama dalam fiqh ibadah. Signifikasi konsep imamah terlihat
dengan adanya berbagai kriteria yang ditetapkan ulama bagi orang-orang yang akan
didaulat sebagai imam shalat. Para ulama menetapkan beberapa syarat imam shalat,
yang terkadang antar ulama satu dengan yang lainnya berbeda pendapat. Mainstream
ulama memberikan beberapa kriteria yaitu muslim, berakal, baligh, pria, suci dari
hadas dan kotoran, bacaannya baik, alim, dan sebagainya.1
Wahbah Zuhaili menerangkan bahwa untuk menjadi imam shalat ada 9 syarat
yaitu:
1. Muslim, maka tidak boleh imam dari golongan kafir.
2. Berakal, maka tidak boleh salat dibelakang orang gila.
3. Baligh. Menurut jumhur ulama tidak sah imam mumayyiz (anak kecil)bagi
orang yang sudah baligh, baik bagi salat fardhu maupun shalat sunnah, dan
bagi shalat fardhu saja menurut mazhab Maliki dan Hambali.
4. Laki-laki yang sempurna. Apabila makmumnya laki-laki atau khunsa
(banci), maka tidak sah yang menjadi imam itu wanita atau banci, baik
dalam shalat fardhu maupun shalat sunnah.
5. Suci, maka tidak sah imam itu seseorang yang berhadas.
1Elya Munfanda, “Kepemimpinan Perempuan dalam Ibadah”(Juli-Desember 2008), h. 2.
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6. Pandai membaca al-Qur’an. Menurut jumhur, tidak sah imam itu seorang
yang ummi(bodoh) dalam bacaan.
7. Keadaannya bukan makmum, maka tidak sah mengikuti makmum.
8. Mazhab Hanafi dan Hanbali mensyaratkan bahwa imam itu harus
terpelihara dari uzur (halangan).
9. Imam itu orang yang bagus lidahnya (bahasanya/tidak cadel).2
Secara terperinci, Abu Hanifah mendahulukan mereka yang lebih atas
pengetahuan hukum-hukum, kemudian yang paling baik bacaannya, kemudian
mereka yang wara’, muslim, berumur memiliki akhlak mulia, tampan wajahnya, baik
nasabnya, dan paling bersih pakaiannya. Apabila terdapat sejumlah orang yang sama
kriterianya, maka diadakan undian untuk memilih salah seorang yang berhak menjadi
imam.3 Senada dengan pandangan Hanafiyah, Malikiyah memberikan syarat-syarat
kepemimpinan shalat secara agak luas, mencakup kearah imamah kubra, dan
memperluas syarat-syaratnya. Adapun persyaratan secara rinci yang dikemukakan
Malikiyah adalah lebih mendahulukan sultan (penguasa) atau wakilnya, imam masjid,
penghuni rumah, yang paling banyak ibadahnya, yang  lebih dulu Islamnya, suci
nasabnya, memiliki akhlak mulia, bagus pakaiannya dan jika sama akan diadakan
undian untuk menentukannya.4
Sementara itu, Syafi’iyah memberikan persyaratan penguasa dan imam masjid
lebih didahulukan daripada mereka yang lebih paham terhadap masalah salat dan baru
kemudian mereka yang paling baik bacaanya. Hanabilah berpandangan bahwa orang
2Wahbah Zuhailli, al-Fiqh al-Islam Waadillatuhu (Damaskus:Dar al-Fikr, 2004),h.192 -
1 98 .
3Wahbah Zuhailli, al-Fiqh al-Islam Waadillatuhu, h.1201-1202
4Wahbah Zuhailli, al-Fiqh al-Islam Waadillatuhu, h.1202-1203
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yang berhak menjadi imam adalah yang seseorang yang paling paham dan paling
bacaanya, kemudian orang yang paling baik bacaanya saja, dan jika tidak ada muka
baru mereka yang paling paham tentang masalah salat. Namun, jika masih ditemukan
ada yang sama, maka ditentukan melalui undian. Berbeda dengan tradisi Sunni,
kalangan Syi’ah lebih mendahulukan para imam mereka untuk pimpinan salat.
Apabila terdapat kesaman, maka yang didahulukan adalah yang lebih paham terhadap
ajaran agama, lebih baik bacaanya dan lebih tua umurnya.5
Secara umum, dari pendapat para ulama diatas terdapat bebrapa kriteria yang
bersifat subtansia, yang disepakati oleh mereka, untuk seseorang yang dapat menjadi
imam yakni kemampuan bacaan dan kapasitas ilmu agama yang baik.
Sementara kriteria-kriteria lain, seperti umur, kedudukan, akhlak, dan lain
sebagaianya, menjadi tidak terlalu subtansial dibandingkan kedua kriteria diatas.
Namun beberapa ulama memberikan persyaratan khusus terkait dengan kriteria jenis
kelamin, yang hanya membolehkan laki-laki sebagai imam. Sementara itu,
perempuan hanya diperbolehkan imam bagi kaumnya saja.
Sedangkan Hasbi as-Shiddieqy mengemukakan bahwa syarat minimal imam
salat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:6
1. Sanggup menunaikan salat. Maka jika dengan tiba-tiba datang gangguan,
hendaklah ia menggantikan dirinya dan mundur kedalam shaf.
2. Mengetahui ketentuan salat.
3. Mempunyai hafalan yang kuat.
4. Tidak cacat bacaan Al-Qur’an (Al-Fatihah dan surat, dan dzikir).
5Wahbah Zuhailli, al-Fiqh al-Islam Waadillatuhu, h.1203-1205.
6Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Shalat (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2011),
h. 455.
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Adapun syarat-syarat menjadi imam, orang yang lebih patut diangkat
(menjadi imam), dan hukum yang khusus baginya.7
1. Orang yang lebih patut dijadikan imam
Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang lebih patut
dijadikan Imam. Malik berpendapat bahwa kaum harus diimani oleh orang
yang paling paham terhadap agama diantara mereka, bukan yang paling baik
membacanya. Pendapat ini disepakati oleh Syafi’i. Namun Abu Hanafiyah,
Ats Tsauri, dan Ahmad berpendapat bahwa suatu kaum harus diimani oleh
orang yang paling baik membacanya diantar mereka.8
Abu Hanafi memandang dari segi zhahirnya. Ada juga yang
memandang dari segi pemahamanya, yakni orang-orang yang paling paham
agama bagi orang yang akan menjadi imam lebih mendesak daripada
kebutuhan terhadap kemampuan membaca.
2. Anak kecil menjadi imam.
Para ulama berbeda pendapat mengenai anak keci yang menjadi imam,
yang belum baliq, tetapi dia harus seorang pembaca Al-Qur’an yang bagus.
Segolongan memperbolehkannya karena makna umum hadis tentang hal ini,
dan karena dalam hadis Amr bin Salamah disebutkan bahwa dia pernah
mengimani kaumnya padahal dia maish kecil. Segolongan lagi menolak hal
tersebut secara mutlak, namun Malik memperbolehkan hal tersebut dilakukan
pada salat fardhu.
7Rusydi Ibnu, “Kitab terjemah bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtashid (Cet. I; Bandung:
Trigenda Karya, 1996), h.240.
8Rusydi Ibnu, “Kitab terjemah bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtashid, h. 241.
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3. Orang yang fasik menjadi imam.
Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang menjadi imam.
Ada segolongan yang menolaknya secara mutlak, memperbolehkannya secara
mutlak, dan ada pula yang membedakan antara orang yang kefasikannya
sudah dapat dipastikan dengan yang belum dapat dipastikan. Oleh karena,
mereka mengatkan bahwa apabila kefasikan sudah dapat dipastikan, maka
makmum harus mengulangi shalatnya.
Diantara ulama ada pula yang membedakan antara orang yang
kefasikannya berdasarkan penafsiran dengan orang yang kefasikannya tidak
berdasarkan penafsiran.
B. Orang yang Berhak menjadi Imam Shalat
Yang paling layak menjadi imam adalah orang yang paling mengerti dan
pandai membaca Al-Qur’an, selanjutnya orang yang paling mengerti hukum Islam,
lalu orang yang mempunyai tingkat keshalihan yang tinggi, dan orang yang berusia
lebih tua.9
Rasulullah SAW bersabda dalam HR. Muslim:
ل َْوأ ُﮫَطْﻮَﺳ ُفﺎََﺨﯾ َْوأ ٍنﺎَﻄْﻠُِﺴﺑ ُهََﺮﮭْﻘَﯾ َْنأ ﱠِﻻإًﺎﻨِﻣْﺆُﻣ ٌﺮِﺟ َﺎﻓ َﻻَو ٌَةأَﺮْﻣا ﱠﻦ ﱠﻣَُﺆﺗ َا
 َُﮫﻔْﯿَﺳ)ﺢﺨﻤﻟا ﻦﺑا(10
Artinya:
“Yang mengimani suatu kaum adalah orang paling pandai membaca Al-Qur’an
(diantara mereka). Jika dalam hal bacaan mereka sama, maka yang paling
9Abu Al Hasan Asyraf bin Muhammad, Fikih Shalat Lengkap (Cet. I; Jakarta: Pustaka
Azzam, 2005), h.117.
10Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Muchtashar Shahih Muslim. http://www.
Kampung Sunnah.org (04 September 2014).
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mengerti Sunnah. Jika dalam hal Sunnah sama, maka yang lebih dahulu hijrah.
Jika dal hal hijrah sama, maka yang paling tua usianya”.11
Cara memilih yang paling berhak menjadi imam shalat secara syari’at
adalah:12
1. Orang yang paling banyak hafalan dan paling bagus bacaan Al-Qur’annya.
Yaitu orang yang paling ahli dalam membaca Al-Qur’an dan yang paling
empurna bacaannya. Dalam hal ini ada pula ulama yang mengatakan orang yang
banyak hafalannya dan sempurna dalam bacaanya. Selain itu, orang yang bacaan Al-
Qur’annya bagus juga harus lebih menguasai fiqh dalam shalat.
Jika terjadi kasus ketika terkumpul beberapa orang yang baik bacaanya  dan
banyak hafalanya, kemudian orang yang lebih sedikit hafalannya namun dia paham
masalah fiqh maka yang didahulukan adalah orang yang lebih paham tentang masalah
fiqh. Alasannya adalah karena kebutuhan dalam memahami fiqh dan hukum-hukum
dalam shalat lebih diutamakan dibandingkan dengan kebutuhan dalam baiknya atau
banyaknya hafalan surah yang di baca dalam shalat.
2. Orang yang lebih mengerti tentang sunnah.
Orang yang mengerti tentang sunnah (hadis) lebih diutamakan. Apabila terjadi
ada beberapa orang yang sama bagus dalam hafalan dan bacaan Al-Qur’annya, maka
dilihat pemahamannya tentang sunnah diantara mereka. Maka dalam hal ini, orang
yang lebih paham dan mengetahui tentang sunnah hendaknya lebih diutamakan.
3. Orang yang lebih dahulu berhijrah dari negeri kafir ke negeri Islam.
Hijrah dalam hal ini, tidak hanya dibatasi dengan hijrah yang terjadi pada
masa Rasulullah SAW namun juga berlaku bagi hijrahnya seseorang yang berhijrah
11Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Muchtashar Shahih Muslim. http://www.
Kampung Sunnah.org (04 September 2014).
12Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Ibadah (Cet I; Jakarta: Amzah, 2009). h.253.
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dalam rangka ketaatan untuk menyelamatkan agamanya dari negeri kafir ke negeri
Islam.
4. Orang yang lebih dahulu masuk Islam.
Hal ini terjadi jika ketiga urutan diatas masih sepadan. Kemudian dilihat siapa
yang lebih dahulu masuk Islam jika sebelumnya dia bukan pemeluk agama Islam.
5. Orang yang lebih tua usianya. Jika keempat syarat diatas masih juga seimbang
maka yang terakhir adalah mempertimbangkan faktor usianya.
Apabila telah terpilih imam tetap didaerahnya, maka urutannya adalah:
1. Imam tetap suatu mesjid
2. Tuan rumah (misal shalat jamaah dirumah karena ada udzur, karena pemilik
rumah lebih utama daripada tamu, mesji tamu lebih bagus bacaannya).
3. Yang bacaannya paling baik
4. Yang paling mengerti sunnah.
5. Yang lebih dahulu hijrah.
6. Yang lebih dahulu masuk Islam.
7. Yang lebih tua.
Oleh karena itu sebaiknya seorang takmir masjid, dan sang calon imam
mengetahui hal ini karena dalam Islam kualitas lebih didahulukan daripada usia.
C. Orang yang Tidak Berhak menjadi Imam
Dalam shalat berjamaah, diantara syarat-syarat bermakmum adalah seorang
imam haruslah qari’, yaitu orang yang mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan
benar sesuai dengan ketentuan tajwid.
Seseorang tidak boleh bermakmumkepada orang yang ummi, yaitu orang
yang buta huruf atau tidak mampu melafadzkan Al-Qur’an dengan fasih atau masih
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sering terjadi kesalahan. Terlebih lagi, seorang qari’ tidak boleh bermakmum kepada
orang ummi.
Termasuk kategori orang ummi yang tidak boleh dijadikan imam, adalah:13
1. Fasid, yaitu orang yang bacaan Al-Fatihahnya tidak benar, baik keseluruhan
maupun sebagian, ataupun hanya satu huruf saja.
2. Arott, yaitu orang yang bacaannya bisa menyebabkan pergantian suatu huruf.
Misalnya, ia meng-idghamkan huruf yang tidak semestinya sehingga
mengganti atau merubah redaksi kata.
3. Altsagh, altsagh lebih umum dari pada Arott yaitu orang yang mengganti
suatu huruf dengan huruf lain.
4. Rokhwah, yaitu orang yang lisannya tidak dapat mengucapkan tasydiid. Ia
tidak boleh menjadi imam.
Adapun yang tidak boleh dijadikan Imam yaitu:14
1. Laki-laki makmum kepada banci.
2. Laki-laki makmum kepada perempuan.
3. Banci makmum kepada perempuan.
4. Banci makmum kepada banci.
5. Orang yang fashih (dapat membaca Al-Qur’an dengan baik) makmum kepada
orang yang tidak tahu membaca (yang banyak salah bacaannya).
13Sudarsono, Sepuluh Aspek Agama Islam (Cet I; Jakarta: Rineka Cipta, 1994).h.52.
14Moh.Rifa’i, Tuntunan Shalat Lengkap (Cet I; Semarang: Toha Putra, 1976).h. 64.
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BAB IV
PERBANDINGAN ISTINBAT HUKUM MAZHAB FIQH TENTANG
PEREMPUAN SEBAGAI IMAM SHALAT
A. Pandangan Mazhab Fiqh tentang Perempuan sebagai Imam Shalat dan dalil-
dalilnya.
Pandangan umum masyarakat muslim sepanjang sejararah sepakat menolak
kepemimpinan perempuan bagi jamaah laki-laki dalam shalat. Pandangan ini
menyatakan bahwa perempuan tidak dibenarkan menjadi imam shalat bagi makmum
laki-laki. Perempuan menurut mereka, hanya dibolehkan menjadi imam berjamaah
perempuan.
Para ulama dalam menanggapi masalah perempuan menjadi imam shalat adalah:
1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi imam
shalat dengan makmum laki-laki dalam salat fardhu maupun salat sunnah dan
shalatnya tidak sah. Mereka membolehkan perempuan menjadi imam shalat
dengan makmum perempuan, tetapi hukumnya makruh.1
2. Mazhab Maliki berpendapat bahwa laki-laki merupakan syarat  mutlak imam
salat. Perempuan tidak sah menjadi imam dengan makmum laki-laki maupun
perempuan.2
3. Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa syarat imam adalah laki-laki yang
sempurna (tidak banci). Apabila diantara makmum terdapat laki-laki atau
khunsa (banci), maka perempuan atau banci tidak sah menjadi imam dengan
1Wahbah Zuhaili, al-Fiqh al-Islam Waadillatuhu (Damarkus: Dar al-Fkir, 2004), h. 1194.
2Abdul Wahab Khalaf, al-Fiqh ala al-Madzahibi al-Arba’ah (Kairo: al-Sakafa al-Dinayah,
2005), h. 409.
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makmum laki-laki baik didalam salat fardhu maupun salat sunnah. Jika
makmum terdiri dari para perempuan juga sah menjadi imam bagi
perempuan.3
4. Mazhab Hambali berpendapat bahwa perempuan tidak sah menjadi imam
dengan makmum laki-laki baik dalam salat fardhu maupun salat sunnah.4
Secara umum, ada beberapa argumentasi yang digunakan para ulama untuk
menolak imam perempuan bagi laki-laki:
1. Q.S al-Nisa ayat 34:

 .......
Terjemahnya:
“Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan.......5
Kepemimpinan laki-laki dalam ayat ini, kemudian dijadikan legitimasi haknya
untuk memimpin dalam bidang apapun tidak terkecuali ibadah sehingga immah salat
kewenangan laki-laki. Konsekuensinya, perempuan hanya berhak menjadi makmum
dalam semua aspek kehidupannya termasuk dalam salat.
2. Dalam Hadits riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda:
 نﺎﻄﻠﺴﺑ ﺮﮭﻘﯾ نأ ﻻا ﺎﻨﻣﺆﻣ اﺮﺠﻓ ﻦﻤﺌﯾ ﻻو ﺮﺟﺎﺤﻤﯿﺑاﺮﻋأ ﻻو ﻼﺟر ةأﺮﻣا ﻦﻣ ﺆﺗﻻ
ﮫﻔﯿﺳو ﮫطﻮﺳ فﺎﺠﯾ6
3Abdul Wahab Khalaf, al-Fiqh ala al-Madzahibi al-Arba’ah, h. 409
4Abdul Wahab Khalaf, al-Fiqh ala al-Madzahibi al-Arba’ah, h. 409
5Departeman Agama, Alquran dan terjemahan, h. 84.
6Ibnu Majah al-Qozwini, Sunan Ibnu Majah (Beirut: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2004), h. 122
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Artinya:
(“Janganlah sekali-kali perempuan menjadi imam salat bagi laki-laki orang
Arab Badui bagi orang-orang Muhajir, dan orang jahat bagi orang mukmin”)7.
Hadits pelanggaran perempuan  menjadi imam salat dijadikan dalil oleh para
ulama untuk menolak imamah perempuan dalam salat.
3. Ummu Waragah hanya diizinkan oleh Nabi untuk mengimani jamaah
perempuan penghuni rumahnya. Hal ini dapat dilihat hadits riwayat
Daruquthni yang menyatakan bahwa (“Rasulullah SAW. Memerintahkan
Ummu Waraqah untuk menjadi imam bagi kaum perempuan penghuni
rumahnya”).
4. Argumentasi lain yang digunakan untuk menolak kepemimpinan perempuan
dalam adalah bahwa perempuan dianggap sebagai “pembangkit birahi kaum
laki-laki”. Alasan ini menyiratkan bahwa eksitensi perempuan dikonsepkan
hanya sebagai makhluk sensual, dimana tubuhnya hanya dimaknai sebagai
perangsang nafsu laki-laki. Konsepsi ini kemudian dijadikan legitimasi untuk
membatasi gerak perempuan terbatas pada ruang-ruang domestik karena
kebebasan untuk mengakses dunia publik justru akan menimbulka fitnah.
5. Dalam banyak persoalan yang terkait dengan persoalan relasi laki-laki dan
perempuan, baik yang menyangkut bidang ibadah maupun sosial, dimana
berlangsung pertemuan antara perempuan dan laki-laki, baik secara bersama-
sama, berhadap-hadapan, maupun aktivitas perempuan yang mengundang
perhatikan laki-laki, para ulama fiqh selalu mengaitkannya dengan alasan
khauf al-fitnah(mejaga jangan sampai terjadi fitnah, yakni suasana yang
menganggu atau menggoda hati dan pikiran laki-laki). Dengan alasan seperti
7Ibnu Majah al-Qozwini, Sunan Ibnu Majah (Beirut: Bait al-Afkar al-Dauliyah, 2004), h. 122.
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pula maks dalam banyak masalah, seperti urusan shaf dalam salat berjamaah,
posisi perempuan dan laki-laki haruslah terpisah shaf perempuan dibelakang
laki-lai. Selain itu, perempuan juga tidak diwajibkan melaksankan shalat
jum’at,8dilarang menyampaikan khutbah, atau mengumandangkan azan
dengan suara yang dapat didengar laki-laki. Bahkan perempuan yang keluar
rumah untuk mengikuti salat berjamah dimesjid dianggap kurang baik.
Bahkan Abu Hanifah dan dua orang murid utamanya berpendapat bahwa
makruh bagi perempuan-perempuan muda menghadiri salat berjamaah
bersama laki-laki karena khawatir akan terjadi fitnah. Mazhab Syafi’i dan
Hambali juga sepakat dengan pendapat ini.9
Ketika kita memperbincangkan soal kepemimpinan dalam salat maka
kita menjumpai para ulama fiqh dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan
Hambali sepakat bahwa perempuan tidak dibenarkan memimpin salat kaum
laki-laki. Ia hanya bisa menjadi imam bagi kaumnya sendiri. Bahkan Imam
Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, sama sekali itdak membenarkan
perempuan menjadi imam shalat, termasuk bagi jama’ah kaumnya sendiri,
baik untuk shalat fardhu (wajib) maupun salat sunnah.10 Sedangkan Imam
Muzani, Abu Tsaur dan al-Thabari membolehkan perempuan menjadi imam
salat dengan makmum laki-laki.11
8Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabiy, 1996), h.171.
9Husein Muhammad, Fiqh Perempuan (Yoyakarta: LKIS, 2009), H. 44-45.
10Aburrahman al-Juzairi, al-Fiqhuala al-Madhabilal-Arba’ah, h. 409.
11Ahmad Abd al-Rahman al-Banna, al-Fathu al-Rabbary (al-Qahirah: Daral-Syihab, t.th),
h.234.
37
Para ulama yang melarang perempuan menjadi imam shalat dengan
makmum laki-laki berdasarkan hadits riwayat Jabir:
لﺎﻗ ﻢﻠﺳ و ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﻲﺒﻨﻟا ﻦﻋ ﺮﺑﺎﺟ ﻦﻋ :ﻲﺑاﺮﻋأ ﻻو ﻼﺟر ةأﺮﻣا ﻦﻣ ﺆﺗﻻ
ﮫﻔﯿﺳو ﮫطﻮﺳ فﺎﺠﯾ نﺎﻄﻠﺴﺑ ﺮﮭﻘﯾ نأ ﻻا ﺎﻨﻣﺆﻣ اﺮﺠﻓ ﻦﻤﺌﯾ ﻻو ﺮﺟﺎﺤﻣ
)ﺟﺮﺧادوادﻮﺑﺎ(
Artinya:
“Dari sahabatJabir, dari Nabi SAW,beliau bersabda:”Janganlah sekali-
kali perempuan menjadi imam shalat bagi laki-laki, orang Arab Badui
bagi orang-orang Muhajir, dan orang jahat bagi orang mukmin”.
Sedangkan ulama yang membolehkan perempuan mejadi imam salat
dengan makmum laki-laki berdasarkan hadits riwayat Abi Daud:
لﺎﻗ ثرﺎﺤﻟا ﻦﺑ ﷲ ﺪﺑا ﺖﻨﺑ ﺎﮭﻨﻋ ﷲ ﻲﺿر ﺔﻗ رو مأ ﻦﻋو :
 ﺎﮭﻟ ﻞﻌﺟو ﺎﮭﺘﯿﺑ ﻲﻓ ﺎھروﺰﯾ ﻢﻠﺳو ﮫﯿﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﷲ لﻮﺳر نﺎﻛو
ﺎھراد ﻞھأ ﺎﻣﺆﺗ نأ ﺎھﺮﻣاو ﺎﮭﻟ نذ ﺆﯾ ﺎﻧذ ﺆﻣ .ﻟا ﺪﺒﻋ لﺎﻗنﺎﻤﺣﺮ :
دواد ﻮﺑا هاور اﺮﯿﺒﻛ ﺎﺨﯿﺷ اذﺆﻣ ﺖﯾأر ﺎﻧﺄﻓ       ( )
Artinya:
Dari Ummuh Waroqah bintu Abdillah bin al-H aris, beliau menyatakan
bahwa Rasulullah mengunjunginya dirumah dan mengangkat untuknya
seorang muazin yang berazan untuknya dan memerintahkannya untuk
mengimani keluarganya dirumah. Abdurahman berkata: saya melihat
muazinnya seorang lelaki tua”.
Wahbah al-Zuhaili, ahli fiqh kontemporer dari Syiria dalam ensiklopedi
fiqhnya, al-Fiqh Islam Waadillatuhu,mengatakan bahwa perempuan hanya
sah menjadi imam salat bagi jama’ah kaum perempuan. Perempuan tidak sah
menjadi imam bagi jama’ah kaum laki-laki. Ia menyebutkan alasan larangan
perempuan menjadi imam salat berjam’ah laki-laki antar lain hadits Nabi
SAW, dari Aisyah , Ummuh Salamah fan atha:
Artinya:
38
“Al-Daruquthi meriwayatkan dari Ummu Waraqah bahwa Nabi
Muhammad SAW, memperkenankan dia menjadi imam bagi kaum
perempuan penghuni rumahnya”.
Ibnu Qudamah, yang terkenal dengan sebutan syeikhnya para
pengikut Hambali, dalam Al-Mughni, menjelaskan penafsirannya atas hadits
Ummu Waraqah tersebut. PertamaUmmu Waraqah diizinkan Nabi untuk
mengimani jamaah perempuan. Kedua kalau pun diantara jamaahnya ada laki-
laki, maka sesungguhnya peristiwa ini berkaitan dengan shalat sunnah karena
sebagian dari fuqaha mazhab Hambali memang membolehkan perempuan
menjadi imam dalam salat tarawih. Ketiga apabila kasus Ummu Waraqah
benar-benar berkaitan dengan salat wajib, maka ketentuan ini harus dimaknai
bersifat kasuistik dan khusus untuk Ummu Waraqah.
B. Metode Istinbath Hukum yang digunakan Mazhab Fiqh
Sebagaimana diketahui, sumber ajaran Islam adalah Al-Qur’an. Al-Qur’an itu
merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Qur’an
dieahyukan sekaligus tetapi dengan cara berangsur-angsur dimulai di Mekkah dan
disudahi di Madinah. Atas dasar wahyu inilah Nabi menyelesaikan persoalan-
persoalan yang timbul dalam masyarakat Islam ketika itu.
Ketika persoalan yang dijumpai masyarakat Islam saat itu tidak ditemukan
ketetapan hukumnya didalam Al-Qur’an, Nabi menyelesaiakannya dengan pemikiran
dan pendapat beliau dan terkadang pula melalui permusyawaratan dengan para
sahabat. Inilah yang kemudian dikenal dengan sunnah Rasul. Memang Al-Qur’an
hanya memuat prinsip-prinsip dasar dan tidak menjelaskan secara rinci. Perinciannya,
dalam masalah ibadah, diberikan oleh hadits. Sedangkan dalam bidang muamalat,
prinsip-prinsip dasar itu, yang belum dijelaskan oleh Nabi SAW diserahkan kepada
umat untuk mengaturnya.
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Dalam periode Nabi, karena persoalan yang timbul dalam bidang ini
dikembalikan penyelesaiannya kepada Nabi, maka tidak ada persoalan. Tetapi dalam
periode sahabat, ketika daerah yang dikuasai Islam bertambah luas, sedangkan
permasalahan yang dihadapi semakin kompleks, sedangkan Nabi sebagai tempat
bertanya tidak ada lagi, ummat pun menyelesaiakan persoalannya berdasarkan Al-
Qur’an dan hadits Nabi. Ternyata pada prakteknya, tidak semua persoalanyang timbul
dapat dikembalikan pada Al-Qur’an dan hadits Nabi secara eksplisit. Untuk
menyelesaiakan persoalan yang tidak dijumpai dari kedua sumber tersebut para ulama
melakukan ijtihad. Karena wahyu sudah tidak turun dan Nabi sudah wafat, maka para
mujtahid tidak ada yang berani menyatakan benar atau tidaknya hasil ijtihad itu.
Untuk itu mengatasi masalah itu dipakai Ijma’. Dengan demikian putusan hukum
yang diambil secara suara bulat bersama oleh para ulama, lebih kuat daripada putusan
hukumyang dibuat oleh satu atau beberapa orang saja.
Ketika kekuasaan Islam semakin bertambah luas, para ulama tinggal secara
berpencar sehingga ijma’ dalam arti diatas tidak mungkin dilakukan lagi. Akhirnya
masing-masing ulama melakukan istinbath hukum sendiri. Maka lahirlah bermacam-
macam metode istinbath hukum seperti qiyas, istihsan, urf, dan lain-lain. Metode –
metode istinbath hukum itu selanjutnya menjadi objek kajian ilmu ushul fiqh. Pada
perkembangannya metode istinbath hukum tersebut melahirkan mazhab.
Imam mazhab dalam melakukan istinbath hukum telah menyusun macam-
macam sumber dalil secara sistematik. Kenyataannya macam-macam sumber dalil
tersebut ada yang disepakati dan tidak disepakati. Dengan kata lain, dalil-dalil yang
menjadi sumber penetapan hukum dikalangan ulamamazhab tersebut disatu pihak
terdapat persamaan dan dipihak lain terdapatperbedaan.
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Macam-macam sumber dalil dan sistematika yang menjadi pijakan berbagai
mazhab dalam melakukan istinbath hukum seperti berikut ini:
1. Mazhab Hanafiyah
Pendiri mazhab ini adalah Abu Hanifah (80-150) dikenal sebagai ulama Ahl
al-Ra’yi.12 Sehingga dapat diketahui bahwa dalam menetapkan hukum Islam, baik
yang diistinbathkan dari Al-Qur’an ataupun hadits, beliau banyak menggunakan
nalar. Beliau lebih menggunakan ra’yi dari khabar ahad. Apabila terdapat hadits yang
bertentangan, beliau menetapkan hukum Istinbath, dilihat dari sudut etimologi
berasal dari nabth atau nubuth dengan kata kerja nabatha, yanbuthu, yang berarti air
yang mula-mula keluar dari sumur yang digali. Dari kata kerja tersebut diubah
menjadi muta’adi (transitif), sehingga menjadi anbatha dan istanbatha, yang berarti
mengeluarkan air dari sumur. Jadi kata istinbath pada asalnya berarti usaha
mengeluarkan air dari sumber tempat persembunyiannya. Selanjutnya istilah diatas
dipakai sebagai istilah fiqh dan ushul fiqh, yang berarti usaha mengeluarkan hukum
dari sumbernya.13 Sedangkan secara terminologi, kata istinbath berarti mengeluarkan
atau mengambil makna (pengertian) dari nash dengan mengarahkan segala
kemampuan dan potensi yang dimiliki.14 Menurut ilmu ushul fiqh, kata “ijtihad”
identik dengan kata “istinbath”. Jadi, ijtihad atau istinbath ialah menggali hukum
syara’ yang belum ditegaskan secara langsung oleh nash Al-Qur’an dan sunnah.15
12Huzaemah Tahido Yanggo,Pengantar Perbandingan Mazhab (Ciputat: Logos Wacana Ilmu,
2003), h.98.
13Roibin, Sosiologi Hukum Islam (Malang: UIN Malang Press, 2008), h.87-88.
14Romli SA, Muqaranah Mazahib Fil Ushul (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), h.1.
15Tamu Jalaluddin Rahmat, Ijtihad dalam Sorotan ( Bandung: Mirzan, 1996), h.25.
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Imam Abu Hanifah dalam melakukan istinbath hukum berpegang kepada
sumber dalil yang sistematika atau tertib urutannya seperti yang diucapkan. Dari
sitematika atau tertib urutan sumber dalil Imam Abu Hanifah menempatkan al-kitab
atau Al-Qur’an pada urutan pertama. Kemudian al-Sunnah pada urutan kedua dan
seterusnya secara berurutan pendapat sahabat, qiyas, istihsan dan terakhir adalah urf.
Tidak disebutkannya ijma’ dalam rumusan ini bukan berarti Abu Hanifah menolak
ijma’ tetapi menggunakan ijma’ sahabat yang tergambar dalam ucapannya diatas.16
Jika terjadi pertentangan qiyas dengan istihsan, sementara qiyas tidak dapat
dilakukan, maka Imam Abu Hanifah meninggal qiyas dan berpegang kepada istihsan
karena adanya pertimbangan maslahat. Dengan kata lain penggunaan qiyas dapat
dilakukan sepanjang ia dapat memenuhi persyaratan. Jika qiyas tidak mungkin
dilakukan terhadap kasus-kasus yang dihadapi, maka pilihan alternatif adalah
menggunakan istihsan dengan alasan maslahat.17
Secara terperinci dasar Imam Abu Hanifah dalam menetapkan suatu dasar
hukum adalah:
a. Al-Kitab
Al-kitab adalah sumber pokok dan sumber pertama ajaran Islam yang menjadi
dasar dalam pembentukan hukum Islam sampai akhir zaman. Oleh karena itu, jika
didalam Al-Qur’an dijumpai nash mengenai suatu hukum, maka nash itu harus
diikuti. Dalam menetapkan hukum Islam tang diistinbathkan dari Al-Qur’an, beliau
banyak menggunakan akal(nalar).
16Amir Syarifuddin,Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 106.
17Romli SA, Muqaranah Mazahib Fil Ushul (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), h 48.
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b. Al-Sunnah
Al-Sunnah berfungsi sebagai penjelasan al-kitab, merinci yang masih bersifat
umum (global). Jika dalam Al-Qur’an tidak dijumpai nash mengenai suatu hukum,
maka harus kembali ke al-sunna. Apabila didalam al-sunnah didapati hukum yang
pasti, maka al-sunnah tersebut harus diikuti.
Abu Hanifah mensyaratkan bahwa hadis yang diriwayatkan harus masyur
dikalangan perawi hadis terpercaya.18 Perawi hadits harus beramal berdasarkan hadits
yang diriwayatkan dan tidak boleh menyimpang dari periwayataanya. Perawi hadis
tidak boleh merupakan seseorang yang aibnya tersebar dikalangan umum.19
c. Aqwalu al-Shahabah (pendapat sahabat)
Para sahabat adalah oarang-orang yang membantu Nabi meenyampaikan
risalah Allah. Mereka hidup dan bergaul bersama Nabi. Lantara kedekatannya dengan
Nabi dalam pergaulan sehingga mampu memahami al-Qur’an dan hukum-hukumnya.
Mereka lebih mengetahui seba-sebab turunya ayat-ayat al-Qur’an dan asbabu al-
wurud hadits Nabi serta bagaimana kaitannya hadits dengan al-Qur’an yang
diturunkan itu.
Perkataan sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Abu
Hanifah.20 Beliau menerima pendapat sahabat dan mengaharuskan umat Islam untuk
mengikutinya.21 Jika pada suatu masalah ada beberapa pendapat sahabat, maka beliau
18Muhammad Ali al-Sayis, Tarikh al-Fiqh al-Islami (Kairo: Maktabah wa Matba’ah Ali
Sabih wa auladuh, t.th.), h. 94.
19Muhammad Ali al-Sayis, Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh (Jakarta:
Raja Grafindi Persada, 1995), h. 100.
20M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 189.
21Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy,Pokok Pokok Pegangan Imam Mazhab (Semarang:
Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 160.
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mengambil salah satunya sebagai hujjah. Beliau membolehkan mengikuti pendapat
salah seorang sahabat yang dikehendaki akan tetapi tidak boleh menentang
keseluruhan pendapat sahabat. Oleh karena itu, penggunaan qiyas masih tidak
diperkenankan selama masih ada pendapat sahabat walaupun hanya mengikuti
pendapat salah seorang  sahabat yang dikendakinya. Hal ini dapat dilihat dari
pernyataan Abu Hanifah bahwa apabila ia tidak mendapatkan ketentuan dari Al-
Qur’an dan al-Sunnah maka beliau akan mengambil pendapat sahabat yang
dikehendakinya dan meninggalkan pendapat sahabat yang tidak dikehendaki.
d. Al-Qiyas
Abu Hanifah berpegang pada Qiyas jika dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah
atau perkataan sahabat tidak beliau temukan ketetapan hukum.22 Beliau
menghubungkan sesuatu yang belum ada hukumnya dengan nash setelah
menyamakan illat yang sama diantara keduanya. Kemampuan Abu Hanifah dalam
menerapkan Qiyas menurut Shubhy Mahmasanya sebagaiman dikutip oleh
Huzaemah Tahido Yanggo disebabkan profesi beliau sebagai saudagar dan
pengetahuannya yang mendalam dibidang ilmu hukum sehingga menjadikannya ahli
dalam menguasai pendapat dan logika dalam penerapan hukum syari’at.23
e. Al-Istihsan
Istihsan secara etomologi berarti menganggap baik terhadap sesuatu. Menurut
istilah ulama ushul, istihsan adalah kepindahan seorang mujatahid dari tuntunan qiyas
jadi (nyata)kepada qiyas khafi (samar, atau dari dalil kulli kepada hukum taksish
22Abu Zahrah,Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah, (al-Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabiy, 1987), h.
162.
23Huzaemah, Pengantar Perbandingan Mazhab Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003), h.101.
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lantaran terdapat dalil yang menyebabkan mujtahid mengalihkan hasil fikirannya dan
memetingkan perpindahan hukum.24
Dari pengertian istihsan tersebut dapat dipahami bahwa apabila seseorang
mujtahid menghadap suatu peristiwa yang sudah tidak ada nash yang menetapkan
hukumnya, sedangkan untuk menetapkannya terdapat jalan yang berbeda-beda, jalan
yang satu adalah jelas dan jalan yang lainnya adalah samar-samar, sedangkan pada
diri mujtahid tersebut terdapat suatu dalil yang dapat digunakan untuk menarjihkan
jalan yang samar-samar, maka ia menempuh jalan yang nyata tersebut untuk
menempuh jalan yang samar-samar itu. Demikian juga jika ia menemukan dalil yang
lain yang mengecualikan suatu hukum dari dalil kulli tersebut, maka ia menetapkan
hukum lain yang berbeda dengan hukum yang ditetapkan oleh dalil kulli tersebut.
Abu Hanifah banyak menetapkan hukum dengan istihsan. Tetapi ia tidak
pernah menjelaskan pengertian dan rumusan dari istihsan yang dilakukannya itu.
Istihsan menurut bahasa, sebagaimana telah dijelaskan, berarti menganggap atau
memandang baik terhadap sesuatu.25Karena Abu Hanifah tidak menjelaskan
pengertian dan rumusan dari istihsan itu, maka orang mengatakan bahwa Abu
Hanifah dalam menetapkan hukum menurut keinginannya saja tanpa menggunakan
metode. Hal ini dikarenakan Abu Hanifah tidak menjelaskan pengertian dan rumusan
dari istihsan itu. Abu Hanifah dalam menetapkan hukum hanya berpatokan pada apa
yang suda dipandang baik maka sudah bisa menjadi dasar penetapan hukum.
Setelah timbul kritikan-kritikan terhadap istihsan yang tidak diketahui defenisi
hakikinya, maka para sahabat dan murid Abu Hanifah berusaha menjelaskan
24Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushulul Fiqh (Kairo: Dar al-Hadits, t.th.), h. 88.
25Iskandar Usman, Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1994), h. 43.
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pengertian dan rumusan istihsan. Mereka berusaha untuk menjelaskan bahwa
sesungguhnya istihsan itu tidak keluar dari dalil-dalil nyata. Sebagian Ulama
Hanifiah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan istihsan adalah qiyas yang wajib
beramal dengannya, karena illatnya didasarkan pada pengaruh hukumnya. Illat yang
mempunyai pengaruh hukum yang kuat dinamakan istihsan dan illat yang
mempunyai pengaruh hukum yang lemah dinamakan qiyas.Istihsan ini seoalh-olah
satu macam cara beramal dengan salah satu yang paling kuat. Ini disimpulkan dari
penelitian induksi terhadap masalah-masalah yang ada dalam istihsan menurut
ketentuan-ketentuan mereka.26
f. Urf
Urf  adalah segala sesuatu yang mudah dikenal oleh manusia karena telah
menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau dalam
kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu sekaligus disebut adat.27
Abu Hanifah berpegang kepada urf dalam menetapkan hukum.28 Pendiri Abu
Hanifah ialah mengambil hal yang sudah diyakini dan dipercayai dan lari dari
keburukan serta memperhatikan muamalah-muamalah manusia dan apa yang
mendatangkan maslahat bagi manusia. Beliau melakukan segala urusan yakni apabila
tidak ditemukan dalam Al-Qur’an, sunnah, atau qiyas, dan apabila tidak baik
dilakukan dengan cara qiyas maka beliau kembali ke istihsan selama dapat
dilakukannya. Apabila tidak dapat dilakukan melalui istihsan maka beliau kembali
26Iskandar Usman, Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1994), h. 44.
27Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushulul Fiqh (Kairo: Dar al-Hadits, t.th.), h. 99.
28Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab (Semarang:
Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 177.
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pada urf. Hal ini menunjukkan bahwa beliau memperhatikan urf manusia apabila
tidak ditemukan nash dalam al-Qur’an, sunnah, ijma’, qiyas maupun istihsan.
Tegasnya, Abu Hanifah pun hanya menggunkan urf shahih dengan meninggalkan urf
fasid.
2.Mazhab Malikiyah
Pendiri mazhab ini adalah Imam Malik (93-179 H). Imam Malik adalah
seorang tokoh yang dikenal para ulama sebagai alim besar dalam ilmu hadis.29 Al-
Muwahtha’ adalah kitab hadis yang merupakan karya Imam Malik. Kitab ini banyank
mengandung hadits-hadits yang berasal dari Rasulullah SAW atau dari sahabat dan
Tabi’in. Oleh karena itu, Imam Malik juga lebih dikenal termasuk beraliran Ahl al-
Hadits.
Adapun metode istidlal Imam Malik dalam menetapkan hukumIslam
berpegang kepada.
a. Al-Qur’an
Imam Malik berpegang kepada nash al-Qur’an sebagai pegangan pokok dalam
pengambilan hukum Islam. Pengambilan hukum itu berdasarkan zahir nash al-Qur’an
atau keumumannya.
b. Al-Sunnah
Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum yang kedua setelah al-
Qur’an, Imam Malik tetap mengikuti cara yang di lakukannya dalam berpegang
kepada al-Qur’an. Apabila dalil syar’i menghendaki adanya penta’wilan, maka hal
yang dijadiakan pegangan adalah arti ta’wil tersebut.30 Apabila sunnah berlawanan
29Huzaemah, Pengantar Perbandingan Mazhab, h.105.
30Huzaemah, Pengantar Perbandingan Mazhab, h.106.
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dengan zahir al-Qur’an, baik zahir itu bersifat ‘am, ataupun khas, maka Imam Malik
lebih mendahulukan zahir al-Qur’an terkecuali sunnah tersebut dikuatkan oleh Amal
Ahl al-Madinah, ijma’ atau oleh qiyas, maka Imam Malik lebih mengutamakan
makna yang tekandung dalam sunnah daripada zahir al-Qur’an.
Imam Malik tidak mensyaratkan kepopuleranya hadits seperti yang
disyaratkan Imam Hanfi dalam penerimaan hadits. Imam Malik tidak menolak khabar
wahid hanya karena bertentangan dengan qiyas atau karena perawinya bertindak tidak
sesuai dengan hadits periwatannya. Imam Malik tidak mendahulukan qiyas dari
khabar wahid. Selain itu, Imam Malik juga menggunakan hadis mursal dalam
mengistinbathkan hukum. Beliau mensyaratkan dalam penerimaan khabar abad yakni
khabar abad tersebut tidak bertentangan dengan amal ahl Madinah dan tolah ukur
dalam hadits adalah hadits yang diriwatyatkan oleh ulama Hijaz.31
c. Amal Ahl al-Madinah
Amal Ahl al-Madinah ada dua macam yakni Amal Ahl al-Madinah yang
asalnya dari al-Naql, hasil dari mencontoh Rasulullah SAW, bukan dari hasil ijtihad
Ahl al-Madinah seperti tentang penentuan suatu tempat, seperti tempat mimbar Nabi
SAW atau tempat dilakukannya amalan-amalan rutin seperti adzan di tempat yang
tinggi dan lain-lain. Ijma’ semacam ini dijadikan hujjah oleh Imam Malik.32Akan
tetapi terkadang beliau menolak hadits apabila ternyata berlawanan atau tidak
diamalkan oleh para ulama madinah.
31Muhammad Ali al-Sayis, Tarikh al-Fiqh al-
Islami (Kairo: Maktabah wa Matba’ah AliSabih wa auladuh, t.th.), h. 101.
32Huzaemah, Pengantar Perbandingan Mazhab, h.106.
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d. Khabar Ahad dan al-Qiyas
Dalam penggunaan khabar ahad, I,mam Malik tidak selalu konsisten.33
Kadang-kadang ia mendahulukan  qiyas, daripada khabar ahad, kadang-kadang ia
mendahulukan khabar ahad daripada qiyas.34 Jika khabar ahad tidak dikenal
dikalangan masyarakat Madinah, maka khabar ahad itu tidak dianggap sebagai
petunjuk dan tidak dianggap benar sebagai sesuatu yang berasal yang Rasulullah
SAW.
Dengan demikian, khabar ahad tidak digunakan sebagai dasar hukum, akan
tetapi, ia menggunakan qiyas dan maslahah. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa
Imam Malik tidak mengakui khaba ahad sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah
jika khabar ahad itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat
Madinah, mala khabar ahad itu tidak dianggap sebagai petunjuk dan tidak dianggap
benar sebagai sesuatu yang berasal yang dari Rasulullah SAW. Dengan demikian,
khabar ahad tidak digunakan sebagai dasar hukum, akan tetapi ia menggunakan qiyas
dan maslahah. Hal ini menunjukkan bahwa Imam Malik tidak mengakui khabar ahad
sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah jika khabarahad itu bertentangan dengan
sesuatuyang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah. Kecuali khabar itu dikuatkan
dengan dalil-dalil qar’i.
e. Al-Maslahah al-mursalah
Al-Maslahah al-mursalah adalah maslahah yang tidak ada ketentuan secara
tersurat atau sama sekali tidak disinggung dalam nash dengan tujuan untuk
memelihara tujuan-tujuan syara’ dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak
33Huzaemah, Pengantar Perbandingan Mazhab, h.108.
34Abu Zahrah,Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah, h. 215.
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makhluk. Jadi, maslahah mursalah itu kembali kepada memelihara syariat yang
diturunkan . Tujuan syariat dapat diketahui melalui al-Qur’an, sunnah, dan
ijma’ulama.
Imam Malik terlalu bebas dalam penggunaan prinsip istishlah, sehingga
prinsip metodologi ini diistinbatkan pada dirinya. Memamng, kadangkala para imam
mujtahid menggunakan prinsip ini, tetapi dalam bentuk lain, misalnya istihsan.35
Adapun syarat-syarat penggunaan maslahah mursalah sebagai dasar hukum
yaitu sebagai berikut:36
1). Maslahah harus benar-benar merupakan maslahah menurut penelitian
seksama, bukan sekedar diperkirakan secara sepintas saja.
2). Maslahah harus bersifat umum bukan maslahah yang hanya berlaku untuk
orang-orang tertentu.
3.) Maslahah tersebut merupakan maslahah yang bersifat umum yang tidak
bertentangan dengan nash atau ijma’.
f. Fatwa Sahabat
Imam Malik berpegang kepada fatwa sahabat besar karena mereka dianggap
memiliki pengetahuan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada al-naql.
Menurut Imam Malik,37 para sahabat besar tersebut tidak akan memberikan fatwa
kecuali atas dasar apa yang difahami dari Rasulullah SAW. Pada perkembangannya
dikalangan muta’akhirin mazhab Maliki, mereka menjadikan fatwa sahabat yang
semata-mata hasil ijtihad mereka sebagai hujjah.
g. Al-Istihsan
35Muhammad Ali al-Sayis, Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh, h.102-103.
36Muhammad Ali al-Sayis, Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh, h.110.
37Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy,Pokok Pokok Pegangan Imam Mazhab, h.206.
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Mazhab Maliki sebagaimana dikatakan al-Syatibi berpendapat bahwa istihsan
adalah menurut hukum dengan mengambil maslahah yang merupakan bagian dalam
dalil yang bersifat kully (menyuluh) dengan maksud mengutamakan istidlal al-
mursalah daripada qiyas, sebab menggunakan istihsan itu tidak berarti hanya
mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, melainkan mendasarkan
pertimbangan pada maksud pembuat syara secara keseluruhan.38 Tegasnya istihsan
selalu melihat dampak suatu ketentuan hukum. Jangan sampai ketentuan hukum
membawa dampak merugikan. Dampak suatu ketentuan hukum harus mendatangkan
maslahat atau menghindarkan madharat.
Dalil umum yang melarang melihat aurat seseorang, akan tetapi jika dalil
umum itu tetap digunakan sampai melarang melihat seseorang dokter dalam
pengobatan, maka hal itu akan mengakibatkanhilangnya maslahat yang inginkan
diwujudkan oleh dalil tersebut, karena dalil yang umum bertujuan untuk memelihara
kemaslahatan.
Pendapat Imam Malik dengan penggunaan prinsip istihsan terdapat pada
banyak kasus (persoalan) seperti persoalan saksi yang melihat langsung dan
bersumpah, pemaksaan majikan dan para pemimpin untuk penyamaratan pemberian
upah kerja bagi para pekerja. Hanya saja, Imam Malik tidak seberani mazhab
Hanafiyah dalam menggunakan prinsip ini.39
38Al-Syatibi, al-Muwafaqat Fi Ushul al-Ahkam (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 206.
39Muhammad Ali al-Sayis, Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh (Jakarta:
Raja Grafindi Persada, 1995), h.103.
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h. Sadd al-Zarai’i
Imam Malik menggunakan sadd al-zarai’i sebagai landasan dalam
menetapkan hukum.40 Menurutnya, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang
haram atau terlarang, maka hukumnya juga haram. Dan semua jalan atau sebab yang
menuju kepada yang halal, maka halalnya juga hukumnya.
i. Istishab
Imam Malikmenjadikan istishab sebagai landasan dalammenetapkan
hukum.41Istishab adalah menetapkan sesuatu berdasar keadaan yang berlaku
sebelumnya hingga ada dalil yang menunjukkan adanya perubahan keadaan itu.42
Tegasnya adalah tetapnya suatu hukum untuk sekarang dan yang akan datang
berdasarkan ketetapan hukum yang sudah ada pada masa lampau. Yakni jika sesuatu
yang telah diyakini adanya, kemudian datang keraguan padanya, maka yang menjadi
landasan adalah hukum pertama yang telah diyakini. Misalnya, ketika seseorang yang
salat magrib yakin bahwa dia sudah melaksanakan salat 2 rakaat, kemudian datang
keraguan 2 rakaat atau 3 rakaat, maka yang menjadi hukum bagi orang tersebut
adalah 2 rakaat.
j. Syar’u Man Syar’un Lana
Menurut Qadhy Abd. Wahab al-Maliky sebagaimana dikutip oleh Huzaemah
Tahido Yanggo, Imam Malik menggunakan kaidah syar’u man qablana syar’un
lanasebagai dasar hukum. Tetapi menurut Sayyid Muhammad Musa seperti yang
40Abu Zahrah,Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah, (al-Qahirah:Dar al-Fikr al-Arabiy, 1987), h.
219
41 Huzaemah, Pengantar Perbandingan Mazhab, h.111
42Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushulul Fiqh (Kairo: Dar al-Hadits, t.th.), h. 102.
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dikutip oleh Huzaemah, kita tidak menemukan secara jelas Imam Malik yang
mengatakan demikian.43
Menurut Abdul Wahab Khalaf, bahwa apabila al-Qur’an dan al-Sunnah
mengisahkan syariat atau hukum-hukum syara’ bagi umat sebelum kita melalui
utusan-Nya, dan juga dalam nash ditetapkan sebagai syari’at seperti untuk diwajibkan
kepada orang-orang sebelum kita, maka hal itu tidak terdapat perbedaan bahwa
syari’at itu merupakan syari’at dan undang-undang yang wajib ditaati dengan
menetapkannya sebagai syari’at.44 Contohnya antar lain sebagaimana disebutkan
dalam QS. Al-Baqarah (1): 183





Terjemahnya:
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana
diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.”45
Namun jika al-Qur’an dan al-Sunnah menyatakan bahwa hukum-hukum
tersebut telah dihapus, maka hukum-hukum tersebut sudah tidak berlaku lagi buat
kita.
3. Mazhab Syafi’i
43Huzaemah, Pengantar Perbandingan Mazhab, h.112.
44Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushulul Fiqh (Kairo: Dar al-Hadits, t.th.), h. 105.
45Departeman Agama, Alquran dan terjemahan, h. 28.
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Mengenai dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi’i (150 H- 204 H)
dalam menetapkan hukum adalah Al-Qur’an dan Sunnah. Jika tidak ada, maka
dengan mengiyaskan kepada al-Qur’an dan Sunnah. Apabila sanad hadits
bersambung sampai kepada Rasulullah SAW, dan shahih sanadnya, maka itulah yang
dikehendaki. Ijma’ sebagai dalil adalah lebih kuat khabar ahad dan hadits menurut
zahirnya. Apabila suatu hadits mengandung arti lebih dari satu pengertian, maka arti
yang zahirlah yang utama. Kalu hadits itu sama tingkatannya, maka lebih shahihlah
yang utama.
Dari perkataan Imam Syafi’i tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pokok-
pokok pemikiran beliau dalam mengistinbathkan hukumadalah:
a. Al-Qur’an dan al-Sunnah
Imam Syafi’i berpendapat bahwa al-Qur’an dan al-Sunnah mempunyai
kedudukan yang sama yakni dalam satu martabat. Hal ini dikarenakan bahwa kedua-
duanya berasal dari Allah dan keduanya merupakan dua sumber yang membentuk
syariat Islam.46 Al-Sunnah menurut beliau adalah menjelaskan al-Qur’an oleh
karenanya al-Sunnah sejajar dengan al-Qur’an. Akan tetapi beliau tidak menyamakan
hadits ahad dengan al-Qur’an dan hadits mutawatir karena tidak sama nilainya.
Al-Qur’an dan Al-Sunna mempunyai derajat yang sama. Untuk menghindari
kekeliruan terhadap pandangan yang mempersamakan al-Qur’an dan Al-Sunnah,
maka perlu digaris bawahi.47
1). Al-Sunnah yang seperingkat dengan al-Qur’an adalah al-Sunnah al-
Mutawatirah (sabitah), sama-sama al-wurud. Sedangkan hadits ahad tidak
46Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy,Pokok Pokok Pegangan Imam Mazhab, h.239.
47Sulaiman Abdullah,Dinamika Qiyas dalamPembaharuan Hukum Islam (Jakarta: Pedoman
Ilmu Jaya, 1996), h. 57.
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seperingkat dengan al-Qur’an karena zanni al-wurud. Akan tetapi, hadits
ahad dibolehkan mentakhsiskan ayat-ayat al-Qur’an yang zanni al-dalalah.
2). Al-Qur’an dan al-Sunnah seperingkat dalam mengistibathkan hukum furu’
bukan dalam menetapkan akidah.
3). Kesamaan peringkat tersebut tidak boleh diartikan sebagai menurunkan al-
Qur’an dari posisinya sebagai pokok dan sendi agamA Islam.
Imam Syafi’i mengambil al-Qur’an dengan makna (arti) yang lahir kecuali
jika didapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang lahir itu yang harus dipakai
atau dituruti. Dalam hal Sunnah, beliau tidak hanya juga mengambil dan
menggunakan hadits ahad sebagai dalil selama perawi hadis tersebut terpercaya, kuat
ingatan dan bersambung sanadnya langsung kepada Nabi saw.48
b. Ijma’
Imam Syafi’i menyatakan bahwa ijma’ menjadi hujjah setelah al-Qur’an dan
al-Sunnah sebelum qiyas dalam menetapkan hukum.49 Pengertian ijma’ dalam
pandangannya ialah bahwa para ulam suatu masa bersatu pendapat tentang suatu
persoalan, sehingga ijma’ mereka menjadi hujjah terhadap persoalan, sehingga
ijma’mereka menjadi hujjah terhadap persoalan yang mereka ijma’kan.
Sistemenya tersebut mengandung pengertian bahwa mereka yang berijma’
adalah para ulama karena merekalah yang bisa menemukan apa yang halal dan apa
yang haram atas sesuatu yang tidak disebutkan dalam al-Qur’an dan sunnah. Mereka
terdiri dari ulama semasa dari seluruh negeri Islam. Ijma’ yang bisa dijadikan hujjah
48M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 221.
49Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy,Pokok Pokok Pegangan Imam Mazhab, h.253.
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adalah ijma’ yang berasal dari ulama seluruh penjuru Islam bukan ijma’ ulama ahl
Madinah. Artinya, ijma’ ahl Madinah tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan
hukum. Dengan demikian, Imam Syafi’i menolak ijma’ ulama yang diakui gurunya,
Imam Malik. Hal ini sesuai dengan pernyataan beliau bahwa ijma’ adalah ijma’
ulama pada suatu masa diseluruh dunia Islam, bukan ijma’ suatu negeri saja dan juga
bukan ijma’ kaum tertentu saja. Namun Imam Syafi’i mengakui bahwa ijma’ sahabat
merupakan ijma’ yang paling kuat.50
c. Qiyas
Imam Syafi’i menjadikan qiyas sebagai hujjah dan dalil dalam menetapkan
hukum setelah al-Qur’an, al-Sunnah, dan ijma’. Beliau adalah mujtahid yang semula-
mula menguraikan dasar-dasar qiyas. Beliau adalah mujtahid pertama yang
membicarakan qiyas dengan patokan kaidahnya dan mejelaskan alasan-alasannya.
Maka pantaslah beliau diakaui sebagai peletak pertama metodologi qiyas sebagai satu
disiplin ilmu dalam menetapkan hukum Islam sehingga dapat dipelajari dan
diajarkan.51
Disini Imam Syafi’i tampil kedepan memilih metode qiyas serta memberikan
kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasioanl namun tetap
praktis. Bahkan Imam Syafi’i mengatakan bahwa ijtihad itu adalah qiyas.
Imam Syafi’i berpendapat bahwa maksud “kembalikan kepada Allah dan
Rasul-Nya “ maksudnya adalah kembalikanlah kepada salah satu dari keduanya yakni
al-Qur’an atau al-Sunnah.
50Abu Zahrah,Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah,(al-Qahirah: Dar al-Fikr al-Arabiy, 1987),
h.259.
51Sulaiman Abdullah,Dinamika Qiyas dalamPembaharuan Hukum Islam (Jakarta: Pedoman
Ilmu Jaya, 1996), h.96.
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Selain berdasarkan kepada al-Qur’an, Imam Syafi’i juga berdasarkan kepada
al-Sunnah dalam menetapkan qiyas sebagai hujjah, yaitu berdasarkan hadis tentang
dialog Nabi dengan sahabat yang bernama Mua’adz ibn Jabal, memutuskan maslah
berdasarkan al-Qur’an, jika beliau tidak menemukan dalam al-Qur’an maka
diputuskan beradasarkan al-Sunnah. Jika tidak ditemukan dalam al-Sunnah, maka
beliau berijtihad berdasarkan pendapatnya.
4. Mazhab Hanabilah
Imam Ahmad bin Hanbal (164-241 H) merupakan ahli hadits sebagaimana
yang telah disepakati oleh para ulama.52 Akan tetapi terjadi perselisihan diantara
ulama tentang kemampuan beliau sebagai ahli fiqh. Ibn Jarir al-Thabary berpendapat
bahwa Imam Ahmad ibn Hanbal termasuk Ahlual- hadits.53 Oleh karena itu, beliau
tidak memperhitungkan pendapat-pendapat Imam Ahmad dalam menghadapi khilaf
dalam persoalan fiqh. Ibnu Qutaibah memasukkan Ahmad ibn Hanbal dalam bilangan
muhadditsin, bukan fuqaha.54Sedangkan Ibn Abdul al-Barr sebagaiana dikutip oleh
Huzaemah Tahido Yanggo hanya memasukkan Abu Hanafih, Malik dan al-Syafi’I
sebagai ahli fiqh.55
Adapun metode istidlal Imam Ahmad ibn Hanbal dalam menetapkan hukum
adalah:56
a. Nash dari al-Qur’an dan Sunnah yang shahih
52Abu Zahrah,Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah, Arabiy, 1987), h.323
53Abu Zahrah,Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah, h.323.
54Abu Zahrah,Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah, h.323
55Huzaemah, Pengantar Perbandingan Mazhab, h.140.
56Ibn Qayyim al-Jauziyyah, I’iam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Amin (Kairo: Mktabah al-
Kulliyat al-Azhariyah, 1973), h. 29-33.
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Apabila beliau telah menghadapi suatu nash dari al-Qur’an dan dari Sunnah
Rasul yang shahi, maka beliau dalam menetapkan hukum adalah dengan mengambil
dari kedua sumber hukum tersebut.
b. Imam Ahmad ibn Hanbal akan menetapkan hukum dengan mengambil dasar dari
fatwa para sahabat Nabi SAW yang tidak ada perselisihan dianatar mereka jika beliau
tidak memenuhi suatu nash yang jelas dari al-Qur’an dan Rasul yang shahih.
c. Fatwa Sahabat yang diperselisihkan
Imam Ahmad ibn Hanbal akan menetapkan hukum dari fatwa sahabat yang
diperselisihkan dengan memilih fatwa sahabat yang lebih mendekati al-Qur’an dan
Sunnah. Hal ini beliau lakukan jika beliau tidak menemukan nash yang jelas dari al-
Qur’an, Sunnah dan fatwa sahabat yang tidak ada perselisihan diantara mereka.
d. Hadits Mursal dan Hdits Dha’if
Imam Ahmad ibn Hanbal membagi hadits menjadi dua yakni hadits mursal
dan hadits dha’if tidak seperti para ulama yang membagi hadits menjadi shahih, hasan
dan dha’if. Apabila dalam suatu perkara tidak tedapat penyelesaiannya, maka hadits
mursl dan dha’if digunakan sebagai hujjah. Akan tetapi hadits dha’if yang digunakan
bukan berarti hadits dha’if yang batil. Mungkar dan hadits yang dalam
periwayatannya terdapat perawi yang diragukan kejujurannya. Apabila hadits dha’if
tersebut tidak tedapat atsar yang membantah keabsahannya, atau pendapat sahabat,
tidak pula ijma’ maka lebih mengamalkan hadits dha’if lebih utama daripada
melakukan qiyas.57
e. Qiyas
57Muhammad Ali al-Sayis, Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Fiqh (Jakarta:
Raja Grafindi Persada, 1995), h107-108.
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Imam Ahmad ibn Hanbal walaupuntergolong ulama yang menggunakan
Qiyas dalam menetapkan hukum, akan tetapi beliau tidak banyak menggunkannya.
Beliau hanya menggunakannya dalam keadaan darurat.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari pembahasan perempuan sebagai imam shalat (studi perbandingan istinbath
hukum mazhab fiqh) dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu :
1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa perempuan tidak sah menjadi imam shalat
dengan makmum laki-laki dalam salat fardhu maupun salat sunnah. Mereka
membolehkan perempuan menjadi imam shalat dengan makmum perempuan,
tetapi hukumnya makruh, Mazhab Maliki berpendapat bahwa laki-laki
merupakan syarat  mutlak imam salat. Perempuan tidak sah menjadi imam
dengan makmum laki-laki maupun perempuan, Mazhab Syafi’i berpendapat
bahwa syarat imam adalah laki-laki yang sempurna (tidak banci). Apabila
diantara makmum terdapat laki-laki atau khunsa (banci), maka perempuan
atau banci tidak sah menjadi imam dengan makmum laki-laki baik didalam
salat fardhu maupun salat sunnah. Jika makmum terdiri dari para perempuan
juga sah menjadi imam bagi perempuan dan Mazhab Hambali berpendapat
bahwa perempuan tidak sah menjadi imam dengan makmum laki-laki baik
dalam shalat fardhu maupun shalat sunnah. Juga dijelaskan dalam Q.S An-
Nisa ayat 34. Kepemimpinan laki-laki dalam ayat ini, kemudian dijadikan
legitimasi haknya untuk memimpin dalam bidang apapun tidak terkecuali
ibadah sehingga immah salat kewenangan laki-laki. Konsekuensinya,
perempuan hanya berhak menjadi makmum dalam semua aspek kehidupannya
termasuk dalam salat.
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2. Istinbath hukum mazhab fiqh, mazhab Hanafi dalam mengistinbathkan hukum
beliau mengunakan Al-Kitab, As-Sunnah, pendapat sahabat, Al-Qiyas, Al-
Istihsan, dan Urf. Kemudian mazhab Maliki dalam mengistinbathkan hukum
berpatokan pada Al-Qur’an, As-Sunnah, Amal, ahl-al-Madinah, khabar ahad
dan Al-Qiyas, Al-Marsalah Mursalah, fatwa sahabat, Al-Istihsan, Saddb al-
Zarai Istihsab, Syar’u man Syar’un. Mazhab Syafi’i berpatokan pada Al-
Qur’an dan As-Sunnah, Ijma, Qiyas. Mazhab Hambali berpatokan pada Nash
dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, Fatwa para sahabat, fatwa para sahabat yang
diperselisihkan, hadits mursah dan hadits dha’if, dan qiyas.
B. Implikasi Penelitian
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka implikasi dari
penelitian ini, yaitu sebagai berikut:
1. Mengetahui pandangan mazhab fiqh dan landasan atau dalil tentang
perempuan sebagai imam shalat .
2. Mengenai istibath hukum mazhab fiqih.
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